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RENCANA

Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2024-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Daerah;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

1. Pasal 18 Ayat ({6) Undang-Undang Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 teﬁtang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

Jalan Gajah Mada Nomer 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
Telepon : (0541) 733333 Fax (0641) 737762-742111
Website : hitp:/kaltimprov.go.id

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor
16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu
dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan
daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Timur {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 6781},

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);




Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 90 Tahun 2019

11.

12.

13.

14.

15.

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur {Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor
15});

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 11);

Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor
76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan  Perencanaan
Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2016 Nomor 78);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun
2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026.




Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD
memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,
yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

{1} Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri atas :

BAB L. Pendahuluan;

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB Il Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat
Daerah;

BAB IV. Tujuan dan Sasaran;

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan,

BAB VI.  Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

BAB VII. serta Pendanaan;

BAB Vill. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
Penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur sebagai berikut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan;

RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda;

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah,;

Dinas Sosial;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
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Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pinfu; '

Dinas Pemuda dan Olah Raga;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

Dinas Kelautan Dan Perikanan;

Dinas Pariwigata;

Dinas Perkebunan;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Dinas Kehutanarn;

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

. Badan Pendapatan Daerah;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Kepegawaian Daerah;
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

. Badan Penelitian dan Pengembangan,;

Badan Penghubung Provinsi,
Inspektorat;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah
sesuai dengan:

a.

b.

sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis
Perangkat Daerah; dan

rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

a.

pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan




b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kglimantan Timur
dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.
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- @b ﬂ l PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan

kearah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara
terencana. Di dalam setiap wacana, paradigma pembangunan hampir
selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat
positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang
terjadi di masyarakat. Peningkatan Pendidikan dan keterampilan tenaga
kerja akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja terutama
pada sektor-sektor unggulan. Peningkatan produktivitas juga
diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya
alam daerah dan meningkatkan PDRB secara optimal. Secara
keseluruhan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja akan memberikan
dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan

pembangunan wilayah Kalimantan Timur.

Rencana Strategis { Renstra ) merupakan komponen penting
dalam sebuah organisasi karena menjadi panduan dan pedoman dalam
memberikan pelayanan kepada stakeholder { baik internal maupun
eksternal ). Renbcana tersebut disususn dan dilaksanakan untuk
mencapai tujuan organisasi yang lebih luas. Untuk itu dalam
penerapannya di dalam sebuah organisasi, seluruh komponen yang
dimiliki dalam suatu organisasi bekerja sama dalam mebuat
perencanaan strategis mencapai tujuan yang diinginkan dari sebuah
organisasi. Rencana strategis bagi setiap perangkat daerah merupakan
hal yang sangat penting untuk menentukan arah bagi berjalannya

organisasi

Sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berhubungan
langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka

mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing. Perannya




semakin strategis dalam konteks upaya perubahan fundamental
perekonomian Provinsi Ka'imantan Timur. Karena itu, sektor
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian harus dikelola secara tepat
sebagai salah satu motor dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di

Provinsi Kalimantan Timur,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang tenaga kerja dan
transmigrasi, dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintah daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan.

Renstra Dinas ini memiliki hubungan secara sinergis dengan

dokumen perencanaan sebagai berikut :

1. Hubungan dengan urusan dekonsentrasi dan tugas pembantu

meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jengka Menengah Nasional (RPJM-

Nasional};

b. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;
c. Rencana Tenaga Kerja Nasional (RTKN);

d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga
non Departemen (RENJA-KL);

e. Dokumen Perencanaan Nasional lainnya yang terkait dengan

pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

2. Hubungan dengan urusan desentralisasi melalui asas otonomi

meliput:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-
Daerah);

b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

c. Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD);




d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Dacrah {Renja-OPD);

e. Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang terkait dengan

pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.;

Perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan
sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini
merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia
dengan berbagail sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga
diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem

manajetren nasional.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
.tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nemor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undangpemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak
secara nasional pada Tahun 2024. Bagi Daerah dengan masa jabatan
kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023, khususnya di Provinsi
Kalimantan Timur yang masa jabatan gubernurnya berakhir Tahun
2023 diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya
disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-
2026, serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah
untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra PD)
Provinsi Tahun 2024-2026.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Menyusun dokumen Rencana Strategis untuk tahun 2024 - 2026 secara
bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen organisasi
untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi.




1.2. Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan Yang Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 39, dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4279 };

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  Tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara RI Tahun 2004
No. 5, dan Tambahar: Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Repubilik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437);

Undang-Undang Nomor 25 Tghun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor

131, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor S050);

rUndang—Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomcr 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

_k




10.

11.

12.

13.

14.

16.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022

Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4,
dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757 )
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Tahun 2022 Nomor 70, dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6781 );

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
©6322);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025; perda
baru 2022

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun

2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat




17.

18,

19.

20.

21

22.

23.

Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor
1679) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran




1.3.

24.

23.

26.

27.

Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah; |

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
Tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 tahun 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 58 Tahun
2016 Tentang Susuna Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata
Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun
2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis ( Renstra } Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2024 - 2026 adalah :

1.

Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja dan
Tansmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 3
(tiga} tahun ke depan yang diwujudkan dalam
penyelenggaraan pembangunan bidang Tenaga Kerja dan

Transmigrasi;

Memberikan acuan landasan yang jelas bagi Dinas Tenaga

Kerja danTransmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam
menyelenggarakan program pembangunan di bidang Tenaga

Kerja dan Transmigrasi;

Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban




Kepala Dinas atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi selama 1(satu) tahun dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-1IP).

Tujuan dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 adalah untuk;

1. Menjelaskan, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Pembangunan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian
Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai dalam kurun

waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun
2026;

2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja

Tahunan) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Timur;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen
pengendalian,pengawasan dan  evaluasi pembangunan,

khususnya diurusan ketenagakerjaan dan transmigrasi.).

1.4, Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur akan terdiri dari 8 (delapan) bab. Pokok
bahasan serta susunan garis besar setiap bab adalah sebagai

berikut.

1.BAB 1 PENDAHULUAN

Menguraikan dan membahas tentang: latar belakang, dasar
hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
Menguraikan dan membahas tentang: Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah,
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran
Layanan.

2.BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

3.BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH




Menguraikan dan membahas tentang: Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah,
Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta

Penentuan Isu-isu Strategis.

4.BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

Meriguraikan dan membahas tentang: Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024-
2026 dan Cascade Kinerja Disnakertrans Provinsi Kalimantan

Timur.

5. BAB 5 STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
Menguraikan dan membahas tentang mengemukakan rumusan
pernyataan trategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam

tiga tahun mendatang.

6.BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN dan SUB KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
Menguraikan dan membahas tentang: rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan
indikatif,

7.BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Menguraikan dan membahas tentang: penentuan target
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran OPD tahun 2024-
2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD

8.BAB 8 PENUTUP




GAMBARAN PELAYANAN DINAS
@[@ 2 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS]

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dacrah
Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor : 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta
tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
timur adalah sebagai berikut:
A. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur.
a. Tugas Pokok :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan Urusan Pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
| jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
diatas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur mempunyai fungsi;

I. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sesuai dengan rencana strategis yang
ditetapkan pemerintah daerah;

2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan
teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3.7 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

4. .Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian

kebijakan teknis di bidang pengembangan Tenaga Kerja;
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5. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis di bidang pengawasan kerja;

6. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian
Kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan
jaminan sosial tenaga kerja;

7. Perumusan, peréncanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan teknis di bidang transmigrasi;

8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

. Sekretariat :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan berumusan kebijakan, koordinasi,
perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan
kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan,
perlengkapan dan administrasi keuangan.

2. Sekretariat dipimpin oleh Seorang Sekretaris yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertangung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Sekretariat membawahkan Sub bagian-sub bagian yang

masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada
Sekretaris

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai
fungsi:

1.

Penyiapan bahan koordinasi Peényusunan rencana
program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;

Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan
kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan
pemeliharaan, hukum dan

kehumasan serta pengaduan masyarakat;

Penyiapan bahan koordinasi peényusunan anggaran,

perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan: dan
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4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
C. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja :
Bidang Pengembangan Tenaga Kerja meémpunyai Tugas adalah
melaksanakan penyiapan  bahan perumusan  kebijakan,
koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian  serta
pengembangan teknis di bidang pengembangan tenaga kerja.
Untuk  melaksanakan tugas  pokok tersebut, Bidang
Pengembangan mempunyai fungsi:
1. Penyiapan bahan perumusan  kebijakan  di bidang
pengembangan tenaga kerja;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang
pengembangan tenaga kerja;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja;
S. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan informasi bursa kerja dan penempatan tenaga
kerja; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
D. Bidang Pembinaan dan Pengawasan :
Bidang Pengawasan mempunyai Tugas adalah melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis dj bidang
pembinaan dan pengawasan kerja. .
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang pembinaan
dan pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut;
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan
dan pengawasan kerja;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang
pembinaan dan pengawasan Kerja;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
bengaturan teknis norma kerja;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis keselamatan dan kesehatan kerja;
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3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
beéngaturan teknis penegakkan hukum; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan

SosialTenaga Kerja :

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial mempunyai tugas

melaksanakan benyiapan  bahan perumusan  kebijakan,

koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian  serta
pengembangan teknis di bidang pembinaan hubungan industrial
dan jamnan sosial tenaga kerja.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang pembinaan

hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai

fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan
hubungan industrial dan Jaminan sosial tenaga kerja;

2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang
pembinaaan hubungan industrial dan Jjaminan sosial tenaga
kerja;

3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis syarat kerja peraturan perusahaan dan
perjanjian kerja bersama;

4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis jaminan sosial pengupahan;

5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
bengaturan teknis penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dan mogok kerja;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Transmigrasi ;
Bidang Transmigrasi mempunyai tugas adalah melaksanakan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koorindasi, pembinaan,

bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang
transmigrasi.
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang transmigrasi

mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang transmigrasi;

2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang
transmigrasi;

3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis perencanaan dan pengembangan kawasan
transmigrasi;

4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
bengaturan teknis penyiapan permukiman dan fasilitasi
perpindahan transmigrasi;

5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan
pengaturan teknis pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan
masyarakat transmigrasi; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuat dengan tugas dan fungsinya.

UPTD. BLKI :
UPTD Balai Latihan Kerja Industri pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Pov Kaltim terdiri dari 2 (dua) UPTD, yaitu : meliputi

1). UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan, Kelas A; dan
2). UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang, Kelas A;

a. Tugas

UPTD. BLKI mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan

teknis operasional dan / atau kegiatan teknis Dinas di bidang

pelatihan kerja industri,

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, UPTD. BLKI

Balikpapan dan Bontang mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan  kerja
industri;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan kerja
industri;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja industri;

4. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

S. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
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6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan berdasarkan Peraturan Gubernur N

0. 58 tahun 2016
sebagai berikut :




2.2
2.2.1.
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Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

Sumber: Subbag Umum (STO TMT 1 Februari 2023)

Sumber Daya

Susunan Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur didukung personil/pegawai
sejumlah 144 orang ( data Sub Bag Umum Kepegawaian per Februari
2023 ). Daftar jumlah pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tabel
2.1. sebagai berikut
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Tabel 2.2
Rekapitulasi ASN Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
kalimantan Timur

Golungan Pendidikan

No ASN Pasca . 1 Dipl
LI P IV W | O 1 |Ssars| S onfa SLT | SLY | o)
ana A P
na m
1234567891011121314
Col | Column2 | Col ' Cel Col | Col | Col | Col Colu | Col | Colu | Col Col | Col
um um um [ um {om | um | um | mno umn | nnl | ymn ! umn | umn
nl n3 | nd [ n5 | n6 | n7 _n8 110 1 |12 | 13 | 14
1 | Dinas - - topoool DN T U Y N IRt
Sekretari
2 at 9 6 1 6 8 1 5 3 5 i
Bid T T T T T R DU (Y B K s
.~ | Pengemb S T S | B R I S (T
3 |anganTK | .58 | 3 | 2 .5 5 | 24 e R
Bid. HI
dan
4 | Jamsos 7 4 3 6 2 3 6 2
Bid. S SN O S o AT T T T
| Pengawas | | - P T T I S W S TN ARSI SEPRERY RS
5 lan - {40 [ 26 9 |52 5 | 1 a7 2 e
Bid.
Transmigr
6 | asi 8 4 1 7 4 2 5 1 4
- Balikpapa |+~ | " R T R RN s R
7 im0 jaz s | Lo 6 |1 fa e 65
BLKI
8 | Bontang 7 i 5 3 5 3

TOTAL 94 | 49 18 91 33 1 21 78 15 28 1 0
Sumber: Subbag Umum {SDA TMT 28 Februarn 2023)

JumlahASN= 143
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Tabel 2.3

Kebutuhan Jabatan Fungsional
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi kalimantan

Timur
NO JENIS JABATAN FUNGSIONAL BUDGETING KEBUTUHAN |KEKURANGAN
(JAB FNGSIONAL)
1 [Pengawas Ketenagakerjaan Ahli 0 2 -2
Utama
2 [Pengawas Ketengakerjaan Ahli Madya 7 24 -17
3_IPengawas Ketengakerjaan Ahli Muda 36 57 -21
4 Pengawa Ketenagakerjaan Ahli 6 29 -23
__Pertama
S _{Pengantar Kerja Ahli Madya 0 4 -4
6_[Pengatitar Kérja AhH Muda 0 3 -3
7 Pengantar Kerja Ahli Pertama 0 4 -4
8 Mediator Hubungan Industrail Ahli 2 3 -1
Madya
9 Mediator Hubungan ndustrial Ahlj 2 2 0
Muda
10 Mediator Hubungan ndustrial Ahli 1 5 -4
Pertama
11 Instruktur Ahli Madya (Balikpapan) 1 10 -9
12 [nstruktur Ahli Muda (Balikpapan) 0 16 -16
13 [nstrukiur Ahli Pertama (Balikpapan) 3 24 -21
14 Instruktur Penyelia (Balikpapan) 0 1 -1
15 [nstruktur Mahir (Balikpapan) 0 3 -3
16 [nstruktur Terampil (Balikpapan) 1 3 -2
17 mstruktur Ahli Muda (Bontang) 0 16 -16
18 [nstruktur Ahli Pertama {Bontang) 1 24 -23
19 Instruktur Penyelia (Bontang} 2 2 0
20 |[Instruktur Mahir (Bontang) 1 3 -2
21 [nstruktur Terampil (Bontang) 2 3 -1
22 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli 0 2 -2
Madya
23 [Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli 2 2 0
Muda
24 [Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli 0 3 -3
Pertama
25 Analis Kebijakan Ahli Muda 2 2 0
26 |Analis Kebijakan Ahl Pertama 0 3 -3
27 [Perencana Ahli muda 1 2 -1
28 [Perencana Ahl Pertama 0 1 -1
29 Arsiparis Ahli Muda 0 1 -1
30 ‘Arsiparis Ahli Pertama 0 1 -1
31 Arsiparis Penvelia 0 1 -1
32 Arsiparis Mahir 0 1 -1
33 |Arsiparis Terampil 0 1 -1

Sumber Data: Sub. Bagian Umum Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim
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Tabel 2.4

Provinsi kalimantan Timyr
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan TMT 28 Februari 2023

No

NON ASN

Jenis Kelamin

Pendidikan

L P

Pasca
Sarjana

Sarjan

a

Diplo
ma

SMA/S

MK

SLTP

SD

2

3 4

I

>

6

7

8

10

Colu
n_ml

Column2

Colu | Colu
mn3_ m1_14

Column9

Colum

111_0 _

Colum

nll

Colum

Colum

Colum

100 -Sekretariai" e

oi2

Bid.
Pengembanga
nTK

L. ul3 | n]

nld4

| Bid.Hidan
Jamsos -

Bid.
Pengawasan

o Bid
.| Transmigrasi- |

BLKI
Baﬁkpapan

7

BLKI Bontang

TOTAL

31

40

¢

12

14

Sumber:

Subbag Umum (SDA TMT 28 Februari 2023}

Jumlah NON ASN = 71
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2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah
(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
terletak di Jalan Kemakmuran No. 2, Telp. 0541-743131, 767242,
767241 Fax. 0541 - 735973 Samarinda, dengan keadaan sarana
dan prasarana sebagai berikut :
Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Kantor Disnakertrans Prov. Kaltim

%O | SO T URAIAN oNIT
1 | Tanah Kantor 7.675 m2 bikin
DisnakertransProv.Kaltim _ terbilang '
2 | Luas Bangunan dan Gedung 1.760 m2
l_3 Bangunan Lantai 1 terdiri
dari:
a. Gedung 1 Unit |
b. Mushola 1 Unit
¢. Gudang 1 Unit
d. Aula 1 Unit
e. Halaman Parkir | 1 Unit
Roda 2 dan 4
4 | Bangunan Lantai 2 1 Unit Gedung
5 | Alat Angkutan: '
a. Kendaraan Roda 4 ( 24 Unit
Empat)
b. Kendaraan Roda 2 (Dua) 47 Unit

Data Subbag Umum TMT 31 Desember 2022
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(2) UPTD. BLKI Balikpapan terletak di Jalan Sepinggan Baru No. 31,

Telpon / Call Center 08115988854, dengan keadaan sarana dan
prasarana sebagai benkut :

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Kantor UPTD. BLKI Balikpapan

No T T " URA IAN R i _. UNIT -
1 | Tanah Kantor Disnakertrans 2874 m2
Prov.Kaltim
2 | Luas Bangunan dan Gedung 4892 m2
3 | Bangunan Lantai 1 terdir]
dari:
a. Gedung 3 Unit
b. Mushola 1 Unit
¢. Gudang 1 Unit ]
d. Aula 1 Unit
¢. Halaman Parkir Roda 28&4 2 Unit
f. Kelas 11 unit
g Workshop 4 unit
4 | Bangunan Lantai 2 terdir N
dari:
a. Gedung untuk asrama 1 Unit
5 | Alat Angkutan:
a. Kendaraan Roda 4 2 Unit
| b. Kendaraan Reda 2 2 Unit

Data Subbag 7U UPTD. BLKI Balikpapan TMT 31 Desember 2022




2.3'

(3) UPTD. BLKI Bontang terletak di Jalan
Lestari Kecamatan Bontang

23

Prestasi, Kelurghan Bontang

» dengan keadaan sarana dan

prasarana per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Kantor UPTD. BLKI Bontang
1 | Tanah Kantor Disnakertrans 4.425 Ha
Prov.Kaltim
2 | Luas Bangunan dan Gedung 34.106 m2
3 | Bangunan Lantai 1 terdiri
dari:
a. Gedung 1 Unit
b. Mushola 1 Unit
c. Gudang 1 Unit
d. Aula 1 Unit
e. Halaman Parkir Roda 2&4 1 Unit
f. Kelas 10 Unit
g. Workshop 10 Unit
4 | Bangunan Lantai 2 terdip
dari:
a. Gedung 4 Unit
§ | Alat Angkutan:
a. Kendaraan Roda 4 1 Unit
b. Kendaraan Roda 2 1 Unit

Data Subbag TU UPTD. BLKI Bontang TMT 3

Kinerja Pelayanan OPD
Kinerja pelayananan Dinas Tenaga Kerja dan
capaian indikator di bidang ketenagakerjag
Gambaran kinerja pelayanan Dinas Tenaga

diuraikan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

1 Desember 2022

Transmigrasi merupakan

n dan Kketransmigrasian.

Kerja dan Transmigrasi
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Tabel 2.8
T-C.23 Pencapaian Kinerja P
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov
2019-2023

layanan

nsi Kalimantan Timur

NO|

Indikator Kinerja
sesuai Tugas dan
Fungsi OPD

Target
IKK

Target

Target Renstra OPD Tahurn ke~

Realisti Capaian Tahun ke-

Rasio Capalan pada Tahun ke-

ndika
lainny:

2019

2020

2021

2022

2023

20192

2&20 2021 | 2022

2023

2019

2020

2021

2022

2023

1)

2

)

{5

{6)

)

8

&)

{10)

{11)

(12 | 13y | (%

(15

{16)

{17

(18)

{19}

{20

Tingkat
Pengangguran
terbuka

7,64 %

7,01

H]

6,38

5,75

511

6,09

6,87{6,83 | 5,71

98,45

99,86

98,92

99,30 -

Persentase
Penyerapan
Tenaga Kerja

29.41%

0,27

33,11

35

40

34,61

4,80|26,04|63,12

94,80

95,47

22,90

100

Persentase
Penempatan
fenaga kerja

50%

51

52

53

54

48,95

79,07

68,43 -

98,95

76

729

100

Persentase
Menurunnya
Jumiah
pelanggaran
norma
ketenagakerjaan

10%

10%

10%

10%

10%

10%

86,18

100

100

100

100

Persentase
Penyelesaian
Kasus dan
Pelanggaran
Norma
Ketenagakerjaan

100

180

100

Persentase
penyelesaian
kasus hubungan
tindustrial

100%

100

100

100

100

160

100 | 100

100

B3

100

100

Tersusunnya
Kawasan
Transmigran

3
Kimtrans

98

98

100

100

Berdasarkan tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2(

berikut:

1

pertahun;

signifikan pada tahun 2022 sebesar 53,12 perse

pengangangguran terbuka menurun, dan masy

. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penuruy

. Persentase penyerapan tenaga kerja mengalami i

mulai membaik pasca pandemic covid 19;

fluktuasi cenderung menurun karena belum meng
sinkron dari kabupaten/kota dan Organisasi Peran

berhubungan dengan penempatan tenaga k¢

. Presentase penempatan tenaga kerja dari tahug

| Dinas Tenaga Kerja dan
119-2022 adalah sebagai

nan sebesar 6,65 persen

peningkatan yang cukup
n hal ini karena tingkat

arakat kondisi ekonomi

1 2019-2024 mengalami
lapatkan data yang lebih
gkat Daerah lainnya yang

rrja binaan Organisasi
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Perangkat Daerah lainnya, dan juga terkendai:
oleh industri atau perusahaan industri yang 1

untuk  mempunyai g

k>

sertifkat kompetensi
mengutamakan domisili lokasi kerja;
. Indikator

Persentase Menurunnya  Jum]

ketenagakerjaan pada tahun 2022 mengalarmi
Penyelesaian Kasus dan Pelanggaran Norma Ke
kondisi penyelesaian kasus dan pelanggars
cenderung meningkat menjadi 377 perusahaan 2

. Persentase penyelesaian kasus hubungan ing

sampai dengan tahun 2022 besarannya berfly

sebesar 100 persen;

- Tersusunnya Kawasan Transmigran berdasarks

Pusat yang kongkuren pada tahun 2019 gaq

pemukiman transmigrasi yang difasilitasi p

pemukiman transmigrasi ( kimtrans ) yaitu Desa

lah
perubahan yaitu Persentase

tenagakerjaan dalam hal ini

Anya syarat yang diperlukan

nengharuskan pencari kerja

erta pencari

kerja lebih

pelanggaran  norma

n norma Kketenagakerjaan
itau sebesar 150 persen;
lustrial pada tahun 2019

ktusi cenderung meningkat

1N kewenangan Pemerintah
npai dengan tahun 20232,
netapannya adalah satu

Kladen, Kabupaten Paser.

L
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2.4, Kelompok Sasaran Layénan

2.4.1, Kelompok Sasaran Layanan Dinas Ter

Provinsi Kalimantan Timur

Kelompok sasaran layanan
Transmigrasi dibagi berdasarkan kelom|
bidang dan BLKT yang ada adalah sebag
1.Sekretariat kelompok sasaran layanay

tenaga honor Dinag Tenaga Kerja

Kalimantan Timur;

2.Bidang Pengembangan kelompok g
tenaga kerja, pencari kerja, pengusahj
peserta pelatihan, perusahaan
Penempatan Tenaga Kerja Swasta ( LPTKS ) kabupate |

3.Bidang Hubungan Industrial kelon :
adalah pekerja/buruh, serikat

Asosiasi Penguszha;

4.Bidang Pengawasan Ketenagakerjs

layanannya adalah
pekerja/ buruh,

5.Bidang Transmigrasi kelompok sasaran|

transmigran;

6.BLKI Bontang dan BLKT Balikpapan kel
Penduduk Usig Kerja yang berusia 18 tg

pencari kerja.

2.4.2, Ketenagakerjaan

a } Kondisi Ekonomj

Nilai PDRB atas dasar harga konstan pal
Rp 439.087.521,74, sedangkan Pada {
440.676.356,22. Selama tahun 2018 - 2q
Pertambangan dan Penggalian merupaka

perekonomian Kalimantan Timuyr.

pekerja/buruh,

advokat/ pengacara
Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( PJKB )

laga Ker;ja dan Transmigrasi

Dinas ;’I‘enagé Kerja dan
pok sasaran Iaiyanan bidang-
ai beriklit :

inya ada;uah sémua ASN dan
dan Transmigrasi Provinsi
psaran élayanainnya adalah

3, Lembaga Pelatihan Kerja,
kategori UKM, Lembaga
/kota;

1pok saisaran \ layanannya
\

pekerja/blgmh, i Pengusaha,

' |
an kélompo‘k sasaran
peri,gusaha, serikat

Pelé"usahaan Jasa
Iayanarénya adalah warga

ompok siasararlnya adalah

thun keatas, tenaga kerja,

da ta.hun 2021 mencapai
ahun 2020 sebesar Rp
)22 hami:)ir semua sektor
i9| sektoré strategis dalani
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Tabel 2.10 }
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 - 2022
2018 2019 2020 2021 2022
Kategori Uraian ?
g Total | Total | | Total | Total | Total
0 @ @ o 6 iz ®
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 32,201,120.7 | 33,396,193 33,020,515 |  32,963,90 | 33.649,34
B Pertambangan dan Penggaiian 217,605,409.0 | 233,762,259 223,064,386 | 227 952,68 | 235.940,04
c Industri Pengolahan 97,499,086.0 | 96,824,493 94,146,617 | 95 180,24 | 99,651,98
D Pengadaan Listrk can Gas 261,803.1 284,524 317,498 324,79 337,25 |
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah
E Limbah dan Daur Utang 228,060.5 235,44 247,8?2 258,26 278,10
F Konstruksi 33,718,900.6 | 35,682,994 35228575 |  36,949,56 39,887,74
rerdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
G Mobi dan Sepeda Motor 2565280041 | 27,025,570 27,27&5?6 26,22287 | 3043713
H Transportasi dan Pergudangan 14,099,444.0 | 14,264,272 13,466,985 13,684,59 | 15,301,39
; Fenyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,127,096.1 4,340,117 4,109,293 4,184.89 457747
J Informasi dan Komunikasi 74051331 7,795537|) 8338484 9,002,58 | 9.712,24
K Jasa Keuangan dan Asuransi 6.817,469.1 6,966,068 7,137,990 7,320,02 8,012.39
L Real Estate 4,227,269.2 4,316,689 4,351 1 13 429018 |  4,397,87
MN Jasa Perusahaan 896,169.5 814,125 888,670 811,55 960,34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
0 Jaminan Sosial Wajib 80194175 8,252,790 7,925,15? 8,108,53 8,727,05
P Jasa Pendidikan 6,835424.0 | 7,036,310 7,250,319 742037 | 7,679,687
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 26830034 | 2,864,486 3,428,051 386813 |  4,048,70
RSTU | Jesalainnya 2,536,070.4 2,326,151 2,548,78$ 2,664,41 2,851,23
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 464,823,4854 486,712,236 472,864,88§ 484,297,35 | 506,158,91
M?gEgUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA 356,177,217.3 | 381,225,539 372,33217@
Sumber : BFS Prov, Kaltim
Dorongan investasi di Kalimantan |[Timur diharapkan dapat
menggerakkan kesembilan sektor ekond mi agar %dapat tumbuh dan
menimbulkan multiplyer effect yang positif 'téagi kesejahteraan
masyarakat Kalimantan Timur.
b) Penduduk Usia Kerja 5
Peniduduk usla kerja (PUK) adalah periduduk yang berusia 15
tahun keatas. Pada tahun 2022 Pendudulic Usia Kerja di
Kalimantan Timur sebanyak 2.665.909 orang. |
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Tabel 2.11 :
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2018-2022

- JENI
Laki-Laki 1.409.619 | 1.429.619 | 1.450.313 | 1.460.479 1.409.619

Perempuan 1.256.290 i 1.299.925 1.324.858 | 1.835.975

1.256.290

Surmber : BPS Prov. Ko,

¢) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja { TPAK );
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | pada| tahun 2021

mengalami kenaikan menjadi 67,46 pérsen dawi tahu
65,50 persen.

n sebelumnya

Tabel 2.12 '
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Ralimantan Timur Tahun 2018-2021

| KELAMIN - | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Laki-Laki 82,49 83.04 81,52 84,21

) !

Perempuan 45,35 4717 47,96

Sumber : BRS Prov. Kaftim

d) Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usi

|
berumur 15 tahun ke atas, yang selama seminggu  sebelum

pencacahan, bekerja atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak
bekerja; dan mereka yang tidak bekerja tetapi rinencari pekerjaan.
Selama periode Tahun 2018-2022 angkatan keirja menurut jenis
kelamin didominasi oleh jenis kelamin lak1-1ak1 yait

a kerja yang

u sejumliah

1.232.928 orang. Angkatan ketja lakidlaki melfagalanli kenaikan

sejumlah 2.997 orang pada tahun 2021-2029. Angkatan kerja

berempuan mengalami penurunan sejumlah 36.556 orang pada

tahun 2021-2022. Secara kumulatif angkatan kerja di Provinsi

Kalimantan pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan 33.559
orang,
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Tabel 2.13
Angkatan Kerja Menurut Je is Kelamin
Provinsi Kalimantan Timur Tahuyn 2018-

Laki-Laki 1,162.847 1.187.224 .182.] 229, 1.232.928

Perempuan 569.751

| 613.217 _ 1 619,874

=

e} Penduduk yang Bekerja

Penduduk yang bekerja merupakan orang yarng melakukan suaty

peketjaan dengan maksud untuk memperoleh atay membantu

memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit

satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerjg satu |jam tersebut
harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.

e.l, ) Penduduk Yang Bekerja Menurnyt Lapangan Usaha

Penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur menurut
lapangan usaha mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.11. |Pada Tahun 2022
penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Timur
terbesar adalah bekerja di sekior perddgangan besar dan
cceran, reparasi, perawatan mohil dan sepeda motor,
Berturut-turut kemudian disusul oleh penc

luduk yang

bekerja di sektor pertanian, kehytanan & perikanan, sektor

penyediaan akomodasi makan minum, sektor listrik gas dan

air serta sektor pertambangan dan penggalian.
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Tabel 2.14
Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama
Provinsi Kalimantan ’I‘imr Tahun 2019

TR

1 325.013 346.768 336.951 349.451
2 140.279 123.059 113.079 130.564
3 128.721 105.416 118.065 131.400
4 10.706 10.455 4.666 7.544

5 13.181 9.376 9.497 9.333

6 09.938 108.493 113.086 105.395
7 348.786 373.658 391.633 || 350.420
8 91.424 85.867 93.671 104.347
9 123.917 121.228 140.700 132.798
10 11.231 15.185 16.111 10.973
11 23.196 21.302 13.928 20.760
12 7.126 5.948 8007 8.776

13 50.699 35.932 54.786 55.065
14 112.369 113.818 06.430 111.964
15 95.272 97.502 102.689 100.599
16 29.424 - 36.164 42.350 42,318
1 82.199 82.625 78.248 75.204

Sumber : BPS Prov. Kaltim

*} Keterangan:
1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan

: Pertarnbangan dan penggalian
- Industri pengolahan

. Listrik, gas dan air

2
3
4
5. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
6. Konstruksj
7. Perdagaiigan Besar dafi eceras, répaasi dan perawaian msbil dan §epeda moter
8. Transportasi dan Pergudangan

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

10. Informasi dan Komunikasi

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

12. Real Estate

13. Jasa Perusahaan

14, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan J aminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

17. Jasa Lainnya




39

€.2.} Penduduk Yang Bekerja Menurut Jabatan

Penduduk yang bekerja dapat diklasifikasikan berdasarkan
Jjabatannya yang terbagi kedalam 7 jenis jabatan seperti
terlihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.15
Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis ekerjaan/Jabatan
Pr.o.vipsi _Kal_;‘p:an_i:ap Timur Tahuﬁ . 2018- 022

i <7_;%-‘,r_. 3 ‘_'“

e Rl

Berusaha Sendiri 817.197 | 363.703 |  367.367 | |364.128 | 418 150
Berusaha dibantu buruh 148.012 | 154.138 | 187578 | |201.760 | 147 138
tidak tetap
g‘;‘;saha dibantu buruh 62.669 74,760 58.252 72.41¢ 58.511
Burub/Karyawan/Pegawai | 906.878 | 911.487 | 83b.504 845.892 | 015.189
Pekerja bebas di pertanian 19,848 18.406 18.887 18.000

. . 68.255
Pekerja bebas di Non 40.961 42.274 51.750 58.202
Pertanian

Pekerja tidak dibayar

128.713

122.720

197.505 139.675

Sumber ! BPS Prov. Kaftim

f) Penganggur Terbuka

Penganggur terbuka adalah merekal yang sedang mencari
pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak

mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan,

dan mereka yang sudah punya pekemjaan tetapi belum mulai
bekerja.

Tabel 2.16
Penganggur Terbuka Menurut Jenis Kelamin

Provinsi Kalimantan Timur,
- i

Laki-Laki

Perempuan

Sumber : BPS Prov, Kaltim
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TABEL 2.17

UR 17 TAHUN KE ATAS M

PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 2018-2022
;[ Tahyn
Jéijang Pendidikan T T ] - '
2022 2021 2020 2019 | | 2018
g;iilfe{}?f'}‘?;&?}ngfm Tamat 8D . 7.736 4.967 16.740 6.220 2.933
[Sekolah Dasar |, 85| dssi! | sesr]
_S_NEP\?T%T 333 | 130328 | | 14.926
MAWW ' 11 | 321323 || 33.334
—W_hg—m 50 | 25384 | 31.087
WM 76 | 4270 | | 6734
Universitas ; 18| 14999 | 12443
Totad T s | 125.536 08 | 1050075 | 109914

Sumber: Sakernas Agustus 30182027 ,

ANGKATAN KERJA KALIMANTAN TIM

TABEL 2.18

UR MENURUT
PELATIHAN BERSERTIFIKAT, 2018-2022
Sakernas Agustus
l
2022 2021 2020 | 20h9 2018
Pernah Mengikuti Ya 498.626 345.817 | 415[304 | 354785 294.434
Pelatihan dan Tidak 1.500.730 1445656 | | 1.437.475
Mendapat Sertifikat 1.354.176 1.402.876
Total 1.846,547 1.800.441 1.731,909
1.852.802 i 1.817.680
Sumber: Sakernas Agustus

2018-2022




| PERMASALAHAN DAN ISU
'@@ 3 STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas daj

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Identifikasi permasalahan berdasarkan

Tabel 3.1

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasar

Provinsi Kalimantan

tugas |pokok
pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | dapat

kan Tugas dat
Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Timur

n Fungsi Pelayanan

dan fungsi
dilihat pada

1 Fungsi

Masalah Pokok Masalah

Akar Masalah

1. Tingkat penempatan | 1.1, Tingkat
pencari kerja di pasar | produktivitas tenag
kerja masih rendah kerja yang masih p
ditingkatkan

a
erly

produktivi

1.1.2 belu
Pendidika;
untuk metz

1.1{3 Belu

keahlian d

kolaborasi

industri, P

kerja

1.1.1 tidak seimbangnya
rasio jumlah fungsional
produktivitas dengan
jumlah tenaga kerja yang
perlu ditingkatkan

tasnya,

m optimalnya
n dan pelatihan
ningkatkan

produktivitas tenaga kerja

m optimalnya

pemberdayaan tenaga
kerja untuk meningkatkan

an pengetahuan

tenaga kerja

1.1.4 Belum optimalnya

dengan sektor-

sektor terkait seperti

endidikan

untpik mernciptakan
lingkungan yang
mendukung produktivitas
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Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1.2. Belum optimalnya | 1/2.2 Beium maksimalnya
penempatan lulusan spsialisasi dan pemasaran
pelatihan kerja yang program pelatihan dan
telah mendapatkan kepada masyarakat, dunia
pelatihan usaha/idustri dan dunia
pendidikan

1,2.3.Magsih terbatasnya
modul dan standar-
standar pelatihan kerja
dan pelatihan
kewirausahaan

1.2.4 Dukungan sarana
dan prasprana yang
kurang memadai dalam
operasional kegiatan

1.2.5.Pelaksanaan uji
kompetensi bagi tenaga
kerja belum optimal
dilakukan

1.2.6.Koordinasi Lintas
Lembaga |dan Kerja sama
dengan scktor swasta
belum optimal dilakukan

1.3.Belum optimalnya | 1.3.1.Tidak seimbangnya
pbenempatan pendari io jumlah fungsional
kerja di pasar kerjg pengantar kerja dan
petugas antar kerja
dengan jumlah pencari
kerja yang membutuhkan
fasilitasi penempatan

.3.2.Link and Match
pencaker dengan pasar
kerja masih rendah

.3.3.Pasar kerja yang
tersedia memerlukan
petensi teknis yang
belum dimiliki pencaker
yang tersedia

1.3/4.Terbatasnya
penyuluhan dan
bimbingan jabatan bagi
pencari kerja bisa
menggunakan webinar,
zoom dll
1.3|5. Informasi peluang
kerja dan mekanisme
pertempatan tenaga kerja
bagi pencari kerja dan
perfisahaan belum optimal
dan efektif
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[ Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

1.3.6. Belum optimalnyg
pendataan AK]

1.3.7. Dukungan sarana dan
Prasarand yang kurang
memadai dalam operasional

optimal

3. Belum optimalnya
penerapan norma
ketenagakerjaan umum
dan norma K3 dj tempat
kerja

kerja yang layak (
PP/PKB, Struktur skiala
Upah dan kepesertadn

BRJS Ketenagakerjagn )
masih periu ditingkatkan

3.1.Belum optimal
ditaatinya norma
ketenagakerjaan dan
norma K3 ( Keselamata|
dan Kesehatan Kerja) di
tempat kerja

jim]

kegiatan
2. Kualitas hubungan 2.1. Perusahaan ya.riﬁ 2.1.1. Tidak seimbangnya
industrial yang belum menerapkan tata kelpla rasio jumiah mediator

perlisahaan

2.1[3. Masih
keldmbagadn

diperiksa dan

memiliki wilay

Provinsi Kalim

lokasi terpenci
dijangkau oleh

hubungan|industrial dengan
jumlah perusahaan

2.12. Pemahaman terkait
dengan syarat kerja belum
sepenuhnya dipahami baik
oleh pekerja maupun

indystrial ( LKS Bipartit )

2.1.4. Kurangnya kesadaran
daripengusaha dan
pekerja/buruh atay serikat
erja/serikat buruh akan
pentingnya PP/PKB3, struktur

3.Perbedaan kepentingan
pengusah
ja/burtih atay serikat
ja/buruh

. Tidak seimbangnya
jumiah | pengawas
kete agakerjaan dengan

i perusahaan yang

3.1.2Tidak seimbangnya
rasio jumlah PPNS ( Penyidik
Pegawai Negeri Sipil )
gakerjaan dengan
penyidikan terhadap

aketj'aan
luas dengan banyak daerah
terpencil dan sulit dijangkau
pPerusahaan-perusahaan di
juga banyalk yang berada di

gakerjaan untuk
pemeriksaan dan

Pengawasan perusahaan. [

lemahnya
hubungan

4,

diawasi

orma
Kaltim

ah yang sangat
i/letak

antan Timur

| dan sulit
Pengawas




kawasan
transmigrasi

Masalah Pokok

4. Belum optimalnya
fasilitisasi penetapan
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Masalah

4.1. Dokumen
Rencana Kawasan
Transmigrasi yang
masih belum
ditetapkan sebagai
kawasan
transmigrasi

pelaksanaan

kawasan

penduduk pada
) transmigrasi

|

5. Belum optimalnya

benataan persebaran

3.1. Pemenuhan
penataan persebaran
penduduk pada
kawasan
transmigrasi
tergantung pada
ketersediaan sumbe
dana dan kuota yan
diberikan oleh
bemeriniah pusat

e

Uy

6. Belum optimalnyg
| Kegiatan Pelatihan

bagi warga
| transmigran

"6.1. Pelatihan-

Akar Masalah

asi dan sumber
sia yang masih

uhan daya

lam penataan
penduduk di
nsmigrasi alokasi
dan kuota yang

tampung da

pelatihan untuk
meningkatkan
keterampilan bagi
warga transmigran
harus disesuaikan
dengan potensi
daerah penempatan

| 7. Belum optimalnya

pendataan
| fasilitasi sarana
| Prasarana pada
kawasan
I transmigrasi

pelaksanaan kegiatan

terjadi ketidak
sulasi terkait
migrasi dan
optimalnya

7.1.Masin belum
memenuhi standar
kawasan
transmigrasi sebagai
satu kesatuan sistem
pengembangan
ekonomi kewilayahan

surangnya

la kawasan

S




3.2. Telahaan Renstra Kementerian Terkait

3

2.1 Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan merupakan IernbagL
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Sasaran Strategis  Kementerian Ketenagakerjaan|
adalah sebagai berikut

45

vertikal bagi

Kalimantan Timur.
Tahun 2020-2024

& Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lih:ah,produktif,

dan berdaya saing dalam hubungan ind

mendukung Indonesia yang maju,
berkepribadian berlandaskan gotong rg
diukur dengan indikator kontribusi ter
kerja nasional, di mang kontribusi

Kementerian Ketenagakerjaan terhadap

nasional, yang dihitung berdasarkan |

penduduk bekerja pada tahun t.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Utama ini diduku
indikator kinerja program sebagai berikut:

dan ditempatkan.

* Jumlah tenaga kerja berkeahlian mengngah
sektorprioritas yang mendorong daya saing

* Jumlah tenaga kerja di sektor

produktivitasnya.

* Kontribusi penempatan

tenags

berdqulat,

\J-"l

prioritag yan

kerja

dan

|
ustrial yang kondusif untuk

landiri, dan

strategis ini

hadap produktivitas tenaga
ini merupakan kontribusi
produktivitgs tenaga kerja

peésar upah yang diterima

ng sejumlah

Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan Ko mpetensinya

- tinggi di

g meningkat

perluasan

kesempatan kerja terhadap penyediaan lapangan kerja.

normaketenagakerjaan dan K3.

* Indeks perkembangan Kinerja
ketenagakerjaan.

Jabatan tenaga kerja menengah -

yang mendorong daya saing.

Jumlah perusahaan yang mengrapkan

Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak g

Jumlah pekerja pada perusahpan yang
periindungan hak-hak pekerja dan dialog sgsial

Persentase Pemanfaatan Rencana

dan

mematuhi

program

asarnya

menerapkan

finggi di

Jjami

iran sosial

Tenaga Kerja dan daftar

sektor prioritas
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* Persentase usulan kebijakan ketenaga erjaan  tahun

sebelumnya yang diimplementasikan

b. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik. Sasaran strategis

diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu;
Indeks Reformasi Birokrasi, Opini Badan Pemeriksa‘

Indeks SPBE. Ketiga indikator ini didukung| oleh

Keuangan,dan

sub-indikator

kinerja program scbagai berikut: |Indeks |dan | Nila; Evaluasi

PMPRB, Persentase temuan yang ditindaklanjuti,

nilai evaluasi

SAKIP, Nilai Kinerja mitra kerja pengawasan internal, tingkat

maturitas layanan publik instansi pemernintah

(termasuk whistle blowing system), Indeks kepliasan

dan informasi ketenagakerjaan.

Tabel 3.2

layanan data

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Kementetian Ketenagakerjaan

Sasaran Permasalahan Faktor
Perangkat Daerah
Renstra .
Terkait Renstra
Kemenaker K/L
2020-2024
Penghampbat Pendorong
1. Terwujudnya 1. belum optimalnya 1.1. tidak ada ASN Komitmen semua ASN
tenaga kerja yang tingkat produktivitas Fungsional Disnakertrans Prov.
kompeten, tangguh, | tenaga kerja Produktivitas Kaltim untuk
gncagl, iroduict}f 1.2, Belum optimalnya mendukung RPD
a7t berdaya saing Pendidikan dan Provinsi Kaltim 2024-

dalam hubungan . .
industrial yang pelatihan untuk 2026 yang terkait
kondusif untuk meningkatkan ketenagakerjaan
mendukung , produktivitas tenaga
indonesia yang kerja
maju, berdaulat,
mandiri dan
berkepribadian
berlandaskan
gotong royong

1.2 Belum optimalnya

pemberdayaan tenaga

kerja untuk

meningkatkan
keahlian dan

pengetahuan tenaga
kerja

1.3 Belum optimialnya
pemberdayaan tenaga
kerja untuk
meningkatkan
keahlian dan
pengetahuan tenaga
kerja
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[ Sasaran
Renstra
Kemenaker
2020-2024

Permasalahan
Perangkat Daerah
Terkait Renstra
K/L

Penghambat

Pendorong

sektor-sektor te

industry yang
mendukung
peningkatan
produktivitas

1.4, Belum optimalnya
kolaborasi de ngan

seperti Pendidikan dan

rkait

2. Belum optimalnya
penempatan Iulusan
pelatihan kerja yang
telah mendapatkan
pelatihan

2.1 -Minimnya|

SDM ASN terha
tupoksinya

2.2. Minimnya|

instruktur pel
sehingga

pelatihann .
menjadi kuran;
maksimal

i3

2.3. Belum
maksimalnya
sosialisasi dan

usaha/idustri d
dunia Pendidika

dan pelatihan
kewirausahaan

2.5.Dukungan s

kegiatan

kompetensi bagi
kerja belum opti
dilakukan

Lembaga dan Ke

dilakukan

kuantitas dan)| kualitas

kuantitas dan kualitas
tihan

mempeng&ruhlI proses,
kapasitas dan kualitas

pPemasaran program
pelatihan dan kepada
Inasyarakat, dunia

2.4. Masih terbatasnya
modul dan standar-
standar pelatihan kerja

dan prasarana yvang
kurang memadaj
dalam operasiondl

2.6.Pelaksanaan uji

2.7. Koordinasj Lintas

sama dengan sektpr
swasta  belum optimal

dap

=g
n

arana

tenaga
mal

iy|:)
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Sasaran
Renstra

Kemenaker

2020-2024

Permasalahan
Perangkat Daerah
Terkait Renstra
K/L

Kakto

Penghq'mbat

3. Belum optimalnya
penempatan

pencari kerja di
pasar kerja

3.1. Penempatan
tenaga kerja terdidik
pada sektor| formal
belum optimal

3.2. Link and Match
pencaker dengan

pasar kerja masih
rendah

3.3. Pasar ketja yang
tersedia memerlukan
kompetensi teknis
yang belum dimiliki
pencaker yang
tersedia

3.4. Terbatasnya
penyuluhan |dan
bimbingan jabatan
bagi pencari|kerja

3.5. Minimnya
kuantitas Fungsional
Pengantar Kerja dan
Petugas Antar Kerja
sehingga pelayanan
penempatan kerja
kurang optimal

3.5. Informasi
peluang kerja dan
mekanisme
penempatan fenaga
kerja bagi pencari

kerja dan
perusahaan belum
optimal dan efektif

3.6. Dukungan
personel pendataan
tenaga kerja yang
kurang memadai

4. Belum optimalnva
penerapan tata
kelola kerja yang
layak ( PP/PKB,
Struktur skala Upah
dan kepesertaan
BPJS
Ketenagakerjaan ) di
perusahaan

4.1. Masih perlu
ditingkatnya
pembinaan dan

sosialisasi dari erkait

syarat-syarat
sperti sosialis
PP/PKB, SUS

Struktur Skalkg,
Upah, LKS Bipartit )

4.2. rasio mediator

kerja
i terkait
J/

hubungan industrial

tidak sebanding
dengan jumlah
perusahaan

Pendorong
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Sasaran
Renstra
Kemenaker
2020-2024

Permasalahan
Perangkat Daerah
Terkait Renstra
K/L

Faktor

Penghambat

L |

'endorong

4.3. Pemahaman
terkait dengan syarat
kerja belum
sepenuhnya
dipahami baik oleh
pekerja maupun
perusahaan

4.4 .Masih ba#yak

pekerja yang tidak
memahami atjran

ketenagakerjdan

4.5. Kelembagaan
hubungan industrial
( LKS Bipartit|) di
perusahaan-
perusahaan belum
optimal

4.6. Kurangnya
kesadaran dari
pengusaha dan
pekerja/buruh atau
serikat
pekerja/serikat
buruh akan
pentingnya PP/PKB,
Struktur Skala Upah
4.7. Perbedaan
kepentingan antar
pengusaha,
pekerja/buruh atau
serikat pekerja/buruh

4.8, Kurangnya
kesadaran pengusaha
dan pekerja/buruh
atau SP/SB terkait
pentingnya peran LKS
Bipartit di
perusahaan

5. Belum optimalnya
ditaatinya

norma
ketenagakerjaan
{(norma wajib lapor
ketenagakerjaan,
waktu kerja waktu
istirahat,
pengupahan,
kebebasan
berserikat, pekerja
perempuan dan
anak } dan norma K3
{ Keselamatan dan
Keschatan Kerja) di
tempat kerja

5.1. Rasio jumlah
pegawal pengawas
ketenagakerjagn tidak
sebanding dengan
jumlah perusghaan di
Provinsi Kaltim
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Sasaran
Renstra
Kemenaker -
2020-2024

Permasalahan Faktor
Perangkat Daerah

Terkalltélliensua Penghambat

Pendorong

5.2. Rasio jumlah
PPNS ( Penyidik
Pegawai Neggeri Sipil )
Ketenagakerjaan
tidak sebanding
dengan penyidikan
terhadap |
pelanggaran jnorma-
norma
ketenagakerjaan
yang memiliki sanksi
pidana

5.3. Masih banyak
pengusaha-
penigusaha yang
kurang kooperatif
untuk menygrahkan
data-data
ketenagakerjaan
yvang diminta oleh
pengawas
ketenagakerjaan

5.4. Masih ada
pengusaha-
pengusaha yang
tidak kooperatif

untuk menerima
pengawas
ketenagakerjaan

5.5, Provinsi Kaltim
memiliki wilayah
yang sangat Inas
dengan banyak
daerah terpencil dan
sulit dijangkau
sehingga lokasi/letak
perusahaan-
perusahaan di
Provinsi Kalimantan
Timur juga banyak
yvang berada di lokasi
terpencil dan [sulit
dijangkau oleh
Pengawas
Ketenagakerjaan
untuk melakukan
pemeriksaan dan
pengawasan
perusahaan.




3.2.2. Kementerian Desa, Pembangunaip Daerah
Transmigrasi

Transmigrasi juga merupakan lembaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimant
2020-2024 Kementerian Desa Pembangu

Transmigrasi adalah sebagai berikut :

Sasaran

KawasanTransmigrasi,
1.

uoh»N

Sasaran Strategis Direktorat Pembangur
tahun 2020 -2024 yaitu :
1.

Sasaran Strategis Direktorat Pengembangan Kawasan

pada kurun waktu 2020-2024 yaitu:
1.

2. Tercapainya indeks perkembangan kawasan

i
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Kementerian Desa

Pembangunani

Strategis Direktorat

Tercapainya Kinerja Tatalaksana

Perencanaan

Pembangunan dan

Transmigrasi;
Tersedianya Rencana Rinci SKP dan Ret
Tersedianya Fasilitasi Legalitas Tanah d
Tersedianya Rencana Teknis Satuan Per
Tersedianya Rencana Teknis Penger

Kawasan Transmigrasi

Terbangunnya Kawasan Transmigrasi s
Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Tersedianya kebijakan dan regulas

Transmigrasi, dimana bahan kebijakan

Kawasan Transmigrasi yang disusui

Rencana Induk Pembanguan dan

Transmigrasi.

Terwujudnya Kawasan Perkotaan B

pelayanan Kawasan Transmigrasi dan terwujndny

intra dan antar Satuan Kawasan Pengembangan (S

kawasan Transmigrasi,

berkembang mandiri dan berdaya sa

Satuan Kawasan Pengembangan (SKR) dari ¢
menjadi berkembang, indeks perkembangan Kawas

Baru (KPB) dari 7 KPB menjadi Berdaya

vertikal
an Timur.

nan Daerah

Plerencanaan

di

ncana Deg

Daerah
bagi
S4

lingkung

.
@

ertinggal dan

rtinggal dan

Dinas Tenaga

saran Strategis

ertinggal dan

Perwujudan

n  Direktorat

alam Kawasd

mbangan

jan Kawasan

I Pembangu

Pengembangan

n

mukiman dan

esuai struktur

Kawasan

rtail KPB;

Transmigrasi;
Pusat SKP;

Masyarakat dan

L

Transmigrasi

minimal dan

an Kawasan

dan regllasi
1 mengacu

Pengemban;

aru  (KBB)

tran
ing, indeks i

ukuyj

Saing, 1

yan

sebagai

1

‘embangunan

[ vl |

e  Dokumen

Kawasan

Transmigrasi

Pusat
konektivitas

KP) dan antar

smigrasi yang
perkembangan
b | berkembang

tan Perkotaan
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3. Terlaksananya kebijakan dan regulasi pengembangan kawasan
transmigrasi,
4. Terwujudnya Sumber Daya Manuysia (SDM) unggul melaluj
peningkatan kapasitas dan kompetenlsi bagi sumber daya aparatur

dan masyarakat di Kawasan Transmigrasi,
5. Terwujudnya pengembangan dan pemanfadtan ruang, sumber
daya alam dan lingkungan di Kawasan Transmigrasi

6.  Terwujudnya pengembangan sosial budaya dan kelembagaan di
Kawasan Transmigrasi,

7. Terwujudnya pengembangan  ekonomi dan investasi  di

KawasanTransmigrasi,

8. Terwujudnya fasilitasi pengelolaan aset di Kawasan Transmigrasi,
Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasf.ran K/L
Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Tran migrasi

Sasaran Renstra Permasalahan Faktor
Kemendes 2021- Perangkat Daerah
2026 Terkait Renstra K/L Penghambat Pendorong
Direktorat
Perencanaan

1. Tercapainya Penyelesaian 1. Mandatori tethadap
Kinerja Tatalaksana permasalahan di pembagian urusan

di lingkungan kawasan transmigrasi Pemerintah Pusit dan
Direlctorat yang belum optimal Daerah sesuai Undang -
Perencanaan Undang No 23 Tighun
Pembangunan dan 2014 tentang
Pengembangan Pemerintahan Daerah
Kawasan belum ada NSPK dalam
Transmigrasi: penyelenggaraan

Transmigrasi

2. Tersedianya 2. Ketersediaan Data dan
Rencana Rinci SKP Peta Ketransmigrasian
dan Rencana Detail belum lengkap

KPB;

3. Tersedianya 3. Masih kurangnya
Fasilitasi Legalitas jumlah SDM di Bidang
Tanah dalam Transmigrasi

Kawasan
Transmigrasi:

4. Tersedianya 4.  Masih terpatasnya
Rencana Teknis keterampilan SDM  di
Satuan Bidang Transmigrasi
Permukiman dan terutama terkait
Pusat SKP; Pemetaan

3. Tersedianya S. Sinergi baik antara
Rencana Teknis K/L terkait di pusat

Pengembangan maupun antara plisat
Masyarakat dan dengan pemerintah
Kawasan daerah dalam
Transmigrasi

pembangunan kawasan
transmigrasi masih lemah

]
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-

Sasaran Renstra Faktor
Kemendes 2021-
2026 Permasalahan
Perangkat
Pembangunan Renstra K/L Penghambat Pendorong
Kawasan
Transmigrasi

1. Terbangunnya
Kawasan
Transmigrasi sesuai
struktur minimal dan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM).

2. Tersedianya
kebijakan dan
regulasi
Pembangunan
Kawasan
Transmigrasi, dimana
bahan kebijakan dan
regulasi
Pembangunan
Kawasan
Transmigrasi yang
disusun mengacu ke
Dokumen Rencana
Induk Pembanguan
dan Pengembangan
Kawasan
Transmigrasi,

Direktorat
Pengembangan
Kawasan
Transmigrasi

1. Terwujudnya
Kawasan Perkotaan
Baru (KPB) sebagai
Pusat pelayanan
Kawasan
Transmigrasi dan
terwujudnys
konektivitas intra dan
antar Satuan
Kawasan
Pengembangan (SKP)
dan antar kawasan

@‘ansmigrasi,

2. Tercapainva indeks
perkembangan
kawasan transmigrasi
yang berkembang
mandiri dan berdaya
saing, indeks
perkembangan
Satuan Kawasan
Pengembangan {SKP)
dari cukup
berkembang menjadi
berkembang, indeks
perkembangan
Kawasan Perkotaan
Baru (KPB) dari 7 KPB
menjadi Berdaya
Saing

6. Permasalahan tidak

selalu timbul [di
internal OPD,
melainkan sebagian
permasalahan
dikarenakan kondisi
dilapangan yang
melibatkan pihak
masyarakat

7. Belum terbitnya SK

HPL yang menjadi
persyaratan

pengurusan penerbitan

SHM dan adanya
oknum lahan
transmigran oleh
masyarakat lokal,
tumpang tindih lahan
transmigrasi dengan
HGU perusahaan dan
tumpang tindih lahan

dengan kawasan huta

8.Belum Maksimalnya

koordinasi dengan
stakeholder terkai

9. Refocusing
Anggaran untuk
mendukung program
kegiatan bidang
transmigrasi

10. Refocusing Kuota
Penempatan
Transmigran

11.Masih terbatasnya
keterampilan
masyarakat

transmigrasi untuk
berwirausaha
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Sasaran Renstra
Kemendes 2021-

Faktor

Permasalahan
2026 Perangkat

Direktorat Daerah Terkait Penghambat
Pembangunan Renstra K/L
Kawasan
Transmigrasi
ﬁééﬁzﬁf?;nya 12. Masalah SDM
regulasi yang beh.,lm memiliki
pengembangan ketrampilan| dalam
kawasan pemanfaata.n SDA
transmigrasi, yang tersedip

4. Terwujudnya
Sumber Daya
Manusia (SDM)
unggul melalui
peningkatan
kapasitas dan
kompetensi bagi
sumber daya
aparatur dan
masyarakat di
Kawasan
Transmigrasi,

3. Terwujudnya
pengembangan dan
pemanfaatan ruang,
sumber daya alam
dan lingkungan di
Kawasan -
Transmigrasi,

6. Terwujudnya
pengembangan
sosial budaya dan
kelembagaan di
Kawasan
Transmigrasi,

7, Terwujudnya
pengembangan
ekonomi dan
investasi di
awasanTransmigrasi,

8. Terwwjudnya
fasilitasi pengelolaan
aset di Kawasan
Transmigrasi

Pendorong




3.4. Isu-isu Strategis
ketransmigrasian tersebut, maka dirumusl

depan yaitu :

1. Kurangnya penciptaan lapangan kerja;

3.
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Berangkat dari

Walaupun Persentase Tingkat Penganggural

masih rendah, dikarenakan berdasarkan data ju
Kaltim sebanyak 17.822 perusahaan dan nilai

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang tg

Rp. 57,76 triliun tetap tidak bisa mend

tenaga kerja di Kaltim khususnya.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja un

daya saing tenaga kerja

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Ker

sebagai bagian dari upaya pemerintah
saing sumber daya manusia. Program
dapat mencakup berbagai kegiatar
pendidikan untuk meningkatkan kete;
tenaga kerja, pengembangan teknologi
efektif,

mutu/kualitas kerja yang dapat mening}

efisien, dengan mempertahaj

kerja. Dengan meningkatnya produktivit

dapat meningkatkan daya saing tenaga k

Penempatan pencari kerja di pasar kerja dal

perlu ditingkatkan dengan

kabupaten/kota di Provinsi Kalimanta
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga K
Desember 2021 dan 2022 jumlah pencs
Tahun 2021, 2022, berturut-turut adji
47.254 orang. Jumlah lowongan kerjz
berturut-turut adalah 5035, 16.433. Pen
tahun 2021,2022 berturut-turut adalah

data tersebut penempatan pencari kerjs

Kalimantan Timur masih tergolong rendah.

rannya 1

ongkrak

untuk

rampilar
dan sist
nkan &
catkan k
as tenag

erja ters

berkoo
n Timur
\erja da
iri kerja
alah ads
. pada
empatarn
3.531, 1
1 di pas:

| FEn

mlah

tuk

, seperti

rdinasi

telaahan dan kondisi ketenagakerjaan dan

su-isu stractegis ke

n Terbuka sudah
dibawah rata-rata TPT Nasional yakni TPT Nasional

Kaltim 5,71% per Agustus 2022, sehingga lebih

rata-rata TPT Nasional, akan tetapi peluang unty

5,86% dan TPT
dah 0,15% dari

1k kesempatan kerja

Perusahaan di

investasi masuk ke

2022 mencapai

angka penempatan

meningkatkan

ja dgn Transmigrasi
meningkatkan daya

produktivitals tenaga kerja

pelatihan dan

| dan pengetahuan

em kerja yang lebih

meningkatkan

esejghteraan tenaga
a kerja, diharapkan
ebut

negeri masih

dengan

n Transmigrasi per

di Provinsi Kaltim

22.358 orang,

tahun 2021, 2022
| pengari kerja pada
2.334. Berdasarkan

ar kerja di Provinsi
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Hal tersebut antara lain disebabkan karena jumlah fowongan kerja

yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja dengan kata lain
masih kurangnya lapangan kerja yang tersedia] keterbatasan
kualifikasi pendidikan dan keahlian, pergaingan denggn tenaga kerja
dart luar provinsi Kalimantan Timur.

Untuk penempatan di pasar kerja dari|kegiatan pemagangan yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih

mengalami kendala belum adanya sertifikasi kompetensi dari

Lembaga  Sertifikasi  Kompetensi |Profesi,| sehingga periu

direncanakan uji kompetensi bagi peserta yang telah menyelesaikan

4. Penempatan dan sertifikasi kompetenpi bagi lulusan BLKI (Balai
Latihan Kerja Industri) masih perlu diﬁngkatkan
Berdasarkan data dari Dinas Tenaga | erja dan Trpnsmigrasi per
Desember 2021 dan 2022 peserta peEtihan di BLK! Balikpapan
adalah 352 orang , 320 orang. Jumlah peserta pelatihan yang lulus
dan kompeten di BLKI Balikpapan bertyrut turyt tabun 2021, 2022
adalah 426 orang, 458 orang dan yang ditempatkan adalah 426
orang, 387 orang. Sedangkan untuk BLKI Bontang jumlah peserta

pelatihan yang lulus dan kompeten tahun 2021, 2022 berturut-turut

adalah 223 orang, 253 orang dan yang ditempatkan adalah 217

Dinas

orang, 52 orang. Berdasarkan data

Tenaga Kerja dan
Transmigrasi per Desember 2021 dan 2022 jumlah lowongan kerja
dari sembilan sektor berturut-turut adalah 15.576|lowongan dan
4.857 lowongan. Melihat perbandingan jumlah peserta lulusan

pelatihan yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah lowongan

kerja maka dapat disimpulkan bahwa f
pelatihan BLKI masih rendah. Hal tg
keterbatasan jumlah instruktur teknis d
prasana pelatihan yang ada dikedua BLK
Tantangan dunia ketenagakerjaan di
saat ini, masih diwarnai cleh ketimpan

ketersediaan tenaga kerja terampil. K

:rsebut

Provinsi

[] tersebiit.

cterbatasan

yenempatan peserta lulusan
disebabkan karena

an keterbatasan sarana dan

Kalimantan Timur

gan antara kebutuhan dan

jumlah Asesor

serta keterbatasan tersedianya tempdt uji kompetensi menjadi

hambatan untuk memenuhi permintaan sekfor industri terkait

sertifikasi kompetensi bagi pencari | kerja. | Untuk mengatasi

hambatan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transnjigrasi Provinsi

Kalimantan Timur membentuk Lembaga Sertifikasi

(LSP P2 ) di BLKI Disnakertrans Provinsi

Kaltim.

Profesi Tipe 2
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LSP P2 mirip dengan LSP P1, tetzlipi dijalankgan oleh suatu
departemen pemerintah tertentu yang membutithkan SKK Khusus
dari departemen itu sendiri untuk dijadikan landasan edukasi dan
sertifikasi internal mereka. LSP P2 dibentuk oleh dinas Unit
Pelaksana Teknis (UPT) untuk meme@stikan Jaringan UPT yang
melakukan program sertifikasi kompet'ensi dapat diterbitkan oleh
UPT yang membentuknya dengan UPT-UPT yang lain| cukup sebagai

tempat uji kompetensi (TUK). LSP P2 dapat menggunakan SKK-NI
maupun SKK-Khusus. |

5. Masih belum terpenuhinya kebutuhan ASN Fu gsiomal Instruktur
di BLKI-BLKI, Pengantar Kerja, Petugas Antar Kerja, Pengawas
Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial
Kurangnya ASN fungsional di Dinas Terjaga Kerja dan Transmigrasi
dapétt mempengaruhi  kemampuan dinas dalam| memberikan
pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini dapat
menghambat proses pelayanan

6. Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan Masih
Perlu Dimaksimalkan

Ada beberapa hal yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan dan
pengawasan perusahaan belum maksimal, yaitu
a. Jumlah ASN Fungsional Pengawas Ketenagakerjagn yang secara
kuantitas masih kurang sedangkan lokasi | perusahaan-
perusahaan di Provinsi Kalimantan| Timur banyak berada di
lokasi lokasi terpencil dan sulit dijangkau sangat mempengaruhi

pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaant mlenjadi  tidak
maksimal,

b. Masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak kooperatif untuk
memberikan data-data ketenagakerjaan yang |diminta oleh
pengawas ketenagkerjaan yang melakykan pemeriksaan.

c. Masih ada perusahaan-perusahaan vang tidak kooperatif untuk
menerima  pengawas ketenagakerjpan  untuk melakukan
pemeriksaan ketenagakerjaan.

7. Perusahaan-perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelolp Yang Layak
Masib Perlu Ditingkatkan
Perusahaan-perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak
adalah perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang baik dan
bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan| yang dilakukan
perusahaan yeng dapat dilihat dari kepatyhan perusahaan terhadap

ada tidaknya Peraturan Perusahaan/PP atati Perjanjian Kerja Bersama
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[ PKB }, ada tidaknya Struktur Skala Up

pekerja di perusahaan tersebut dalam program BP{

B.Perlunya Peningkatan Rencana Perwujuﬁfian Kaw

Dokumen Rencana Kawasan Transmi

ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi

dalam program perencanaan kawasar transi
menjadi kawasan transmigrasi menjadi wewenang se

pemerintah pusat, schingga pemerintah daerah hanys

menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

9.Belum optimalnya percepatan pemenu

pada kawasan transmigrasi dan masiﬁ perlu

saing sumber daya manusia pada kawa.sa'}n trans;

Belum optimalnya percepatan pemenuhan

ah, terd

aftar
IS Ke

asan

atau tidaknya

tenagakerjaan.

menjadi

ép'u:m perseba

prasi  yang
salal

migrg

Transmigrasi
masih belum
1 satu masalah
si. Penetapan
penuhnya dari

| bisa bersikap

ran penduduk

ngkatan daya

migr

si

persebaran penduduk pada

kawasan transmigrasi disebabkan pemenuhan pe¢natdan persebaran

penduduk di kawasan transmigrasi sepenuhnya te gantung pada

ketersediaan sumber dana dan kouta yang diberik

pusat. Pemerintah Daerah dalam hal ini hanya bersifat

n pemerintah

merunggu dan

tidak memiliki kewenangan penuh. Untuk meningkatkan daya saing

sumber daya manusia pada kawasar]

pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompeter]si

transmigran.

Perwujudan kawasan transmigrasi sebagai satt

pengembangan ekonomi kewilayahan
diperhatikan

Untuk mewujudkan kawasan transmigrasi

kesatuan sistem pengembangan ekonomi

vang perlu menjadi perhatian adalah

prasarana pada kawasan transmigrasi yang perlu

kualitas dan kuantitas

transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem peng

kewilayahan.

sehingga memenuhi

transmigrdsi

vang

diperlukan

dari para

1 kesatuan sistem

yang masih perlu lebih

menjadi satu

kewilayahamn, hal penting

kegiatan

fasilitasi

stanidar

sarana

ditingkatkan secara

kawasan

embangan ekonomi




B@[@ @ TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Proyinsi

Timur Tahun

2005-2025 berdasarkan Peraturan DaeraIé; Nomor

Kalimantan

15 Tahun 2008

yvaitu Terwujudnya Masyarakat Yang Ad11 dan Sejahtera Dalam

Pembangunan Berkelanjutan. Untuk mewuj@dkan vi

51 tersebut, misi

Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025

Pembangunan Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusiaé Kalimantan

mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;

2. Mewujudkan struktur ekonomi yang hamdal dengan

masyarakat yang seluas-luasnya;

3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyargkat segara

proporsional;

4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan

berbasis penegakan hukum;

5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan

8€r

pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan

Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPI

Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 yang be

ketenagakerjaan adalah misi pertama yaitu mewu,

rkait;

sumber daya manusia Kalimantan Timur |[yang mandi

saing tinggi dan berakhlak mulia. Misi RPJPD tersebut se
Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang berkai

ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Fresiden

Nom

2020 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Ma[nusia Yang

dan Berdaya Saing serta Revolusi Me:ital dan P

Berkebudayaan.

Isu strategis Daerah Provinsi Kalimantar Timur
berkaitan dengan Aspek  Sumber Daya Manusia

Pembangunan Daerah ( RPD) Provinsi Kalimantan Tim

dal

L

Timur yang

partisipasi

merata dan

yang partisipatif

asi  dengan
ekologi.
D} Provinsi

a1 dengan

judkan kualitas

ri, berdaya
suai dengan
ran  dengan
or 18 Tahun

Berkualitas

mbangunan

2024-2026 yang

Rencana
ahun 2024-

2026 adalah Peningkatan daya saing sumber gaya manusia.
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Tujuan 1 RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang gBerdaiI Saing dengan

indikator tujuan 1 RPD 2024-2026 adalah Inde

Pembangunan

Manusia ( IPM ). Sasaran 3 RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun

2024-2026 adalah Menurunnya Tingkat éPenga Tn dengan
(%

Indikator Sasaran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka

).

Tujuan 4 RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 adalah

Mewujudkan Reformasi Birokrasi dengan indikator tuju

n 4 Indeks

Reformasi Birokrasi dengan sasaran 11 Terwjnjudny Birokrasi Yang

Profesional, Akuntabel serta Berorientasi Pelayanan Publik yang di
Dukung ASN BerAKHLAK dengan indikator Indeks| Kepuasan

Masyarakat dan Nilai Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah {
RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 202%—2026 maka| tujuan dan

sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasijdapat dijabarkan seperti

dibawah ini.

4.1.1. Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigripsi Provinsi

Timur

Kalimantan

Berdasarkan tujuan Rencana Pembangunan Daerali ( RPD) Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan, maka

Tujuan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Timur adalah :

1. Menurunkan Tingkat Pengangguran, dengan indika

Pengangguran Terbuka (_%).

or Tingkat

2. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional, kuntabel serta

Berorientasi Pelayanan Publik yang  di Dykung ASN

BerAKHLAK, dengan indikator Indel#s Reforma
Perangkat Daerah;

4.1.2.Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Tranmig:fasi Provinsi

Timur

i Birokrasi

Kalimantan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yangiakan dihasilkkan. Sasaran

memberikan fokus pada penyusunan kegiat;an, maka sasaran harus

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapq!j melalyi tindakan yang

bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan| dapat |dicapai. Sasaran

strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transrniérasi Prgvinsi| Kalimantan

Timur adalah :




Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Trang

Kalimantan Timur berdasarkan Rencana Pembangun

Meningkatnya Capaian Kinerja Ketenagakerjaan,

Pemenuhan Rencana Perwujudan Kawasan Ti

Fasilitasi Pembinaan Warga Transmigrasi;

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dan Alku

Perangkat Daerah.

ransmigrasit dan

ntabilitas Kinerja

smigrasi Provinsi

an Daerah (RPD)

2024-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel dibawah
sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tabel TC 2.25 Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Tujuan

Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur 2024-202

n Sasaran

Tujuan/Sasaran

Indikator
Kinerja

Formula
Perhitungan

Realisasi

Tirget RPD

2020 i 2621 | 2022

2024 i

2025 2026

TUJUAN 1 RPD PROVINSI KALTMANTAN TIMUR 2024-2026,
| Saing" , dengan Indiktor * Indeks Pembangunan Manusia "

“Mewujudkan Sumber Dayg Manusia Berdaya

Sasaran 3 RPD Provinsi Kalimantan Timur 2024-2026, “Menurunnya Tingkat Pengangguran” dengan
Indikator, “Tingkat Pengangguran Terbuka
1. Tujuan : Tingkat :
[ Pengangguran | 6,83% | 5,71% | 5,46% 5,30% 5,14%
Terbuka (%}
Menurunkan
Tingkat
Pengangguran
Sasaran :
1. Meningkatnya 1.1. 1.1.1. Jumlah
Capaian Kinerja Persentase Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan Tenaga Kerja | Yang Dilatih
Yang dan
Bersertifikat bersertifikasi
Kompetensi kompetensi
{Bidang
Pengembanga
n&UPTD | 1 | ... 75% 80% 85%
BLKI) /
Jumlah
Tenaga Ketja
Yang Dilatih
Bidang
Pengembanga
n & UPTD
BLKI} x 100
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Realisasi Target RPD
Indikator Formula
Tujuan/Sasaran Kinerja Perhitungan
2020 | 2021 | 2022 2024 2025 2026
1.2 Persentase | 1.2.1. Jumlah 75% 80% 85%
Kabupaten/Ko | Kab/Kota Yang
ta Yang Telah | Telah Dibina/
Dibina Untuk | Jumlah Kabupaten
Penyusunan Kota x 100
Rencana
Tenaga Kerja
{ RTK)
1.3. 1.3.1. (Jumlah 10% 12,12% | 13,51%
Peningkatan Perusahaan Lintas
Perusahaan Kab/Kota Yang
Lintas Menerapkan Tata
Kibupateti/Ko | Kelola Keija Yanig
ta Yang Layak Pada
Menerapkat Tahun nx)-
Tata Kelola Jumlah
Kerja Yang Perusahaan Lintas
Layak Kab/Kota Yang
Menerapkan Tata
Kelola Kerja Yang
Layak Pada
Tahun n (x-1} /
Jumlah
Perusahaan Lintas
Kab/Kota Yang
Menerapkan Tata
Kelola Kerja Yang
Layak Pada
Tahunn (x-1) X
100
1.4. 1.4.1.Jumlah 16,83% 33,33% 42,10%
Peningkatan Perusahaan Yang
Perusahaan Menerapkan
Yang Norma Kerja dan
Ménerapkan | Norma K3 pada
Norma Kerja akumulasi tahun
dan Norma K3 | n/ Jumlah
Perusahaan Yang
Terdaftar WLKP
Otilisie pada tabun
nx 100
2. Pemenuhan 2.1.Jumlah 2.1.1. Jumlah 1 1 i
Perwujudan Transmigrasi | Transmigrasi Baru Trans Trans Trans
Kawasat Baru Yatig Yang Difasilitasi pgrast migrasi | IUELas
Transmigrasi Difasilitasi penetapannya
dan Fasilitasi Penetapannya
Pembinaan
Warga
Transmigrasi
2.2. Jumlah 2.2.1. Jumlah 1 1 1
Satuan Satuan Kimtrang | Kimtrans | Kimtrans
Permukiman Permukiman
Transmigrasi | Transmigrasi Yang
Yang Difasilitasi
Difasilitasi Pembinaannya
Pembinaannya
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Tujuan/Sasaran

Indikator
Kinerja

Formuia
Perhitungan

Realisasi

Target RPD

2020

| 2021 | 2022

2024

l 2025 2026

TUJUAN 4 RPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2024-2026,

dengan indikator

“ Indeks Reformasi Birokrasi “

“MEWUJUDKAN REFOR

'MASI BIROKRASI” ,

Sasaran 11 :

Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional, Aknntabel serta Berorientasi Pelayanan Pub
ASK BerAKHLAK dengan indikator, “ Indeks Kepuasan Masyarakat” dan “ Nilai Eku.n

k yang di Dukung
bilitas Kinerja”

2. Tujuan :
“Mewnjudkan
Birokrasi Yang
Profesional, Iélieks .
Alkuntabel serta clormasi
Berorientasi Birokrasi B{60) | | B(60,50) | B (60,50)
Pelayanan Publik | Perangkat
yang di Dukung | Daerah
ASN BerAKHLAK
Sasaran :
1. Meningkatnya 1.1.Indeks Indeks
Kualitas Layanan | Kepuasan Kepuasan
Publik dan Masyarakat Masyarakat
Akuntabilitas terhadap terhadap
Kinerja Perangkat | urusan urusan bidang
Daerah bidang tenaga kerja 77.9 85 85,5 86
tenaga kerja dan
dan transmigrasi
transmigrasi
1.2, Nilai Nilai
Akuntabilitas | Akuntabilitas
Kinerja Kinerja
Instansi Instansi I
Dinas Tenaga | Dinas Tenaga 50,35 55,54 »0, 05 60, 10 60,15 (B)
Kerja dan Kerja dan {CC) (CC) B) B)
Transmigrasi | Transmigrasi







— (= |STRATEGI DAN ARAH
Balb <) | KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan

sasaran OPD, sedangkan Kebijakan adalah pedoma;

dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksa

carga mewujudkan

aka

dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sas

Selengkapnya relasi antara tujuan, sasaran,
kebijakan tersaji pada tabel 5.1 berikut.

N yang wajib

strategi yang

aratri.

strategi dan arah
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RENCANA PROGRAM, K

o O

PENDANAAN

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pro
Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pro
Timur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya d
menunjang Rancangan Pembangunan Daerah

Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka ada bt

yang mengacu tujuan dan sasaran Rancangan Pembangu

Indikator Kinerja merupakan acuan kerja vang
masing-masing unit kerja untuk menetapkan ret
kebutuhan anggaran , yang kemudian disajikan
indikator b

merberikan gambaran tentang ukuran keberhasilat

tahunan dan penetapan kinerja

dan misi SKPD dalam penyelenggaraan layanan s
fungsi. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan ¢
rangka perwujudan transparansi dana kuntabilitas
pemerintahan dan pembangunan daerah. Pencapaian
yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan ¢
sasaran rencana strategis periode 2024-2026.

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Progra
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pend
yangdibutuhkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Tran
Kalimantan Timur. Adapaun penyajian dari hal terse

dituangkan dalam table 1.19 tabel T-C. 27 sebagai ber]

EGI
DAN SUB KEGIATAN SERTA

vinsi

vinsi

chera

an d

(RP

digy
ncang

dala
ertuj
1 per
esual
eh {

peny

Hari

indil

m d4
lanaan
smig}
but d
ikut |

ATAN,

Kalimantan
Kalimantan
alam rangka
D)
pa indikator

Provinsi

nan Daerah.
nakan oleh
1 kerja dan
m dokumen
uan untuk
capaian visi
1 tugas dan
publik dalam
relenggaraan
kator kinerja

tujuan dan

xn Kegiatan,
Indikatif
rasi Provinsi

i atas dapat




1. 98ed

T

o0

UdAS wnle L skpty ueBuenay erod
- P T UBJode] UBUNSNAUS ISRUIREOOY OIS unye ] Yy ueBuenast ul ol
e dooter Lz ueioder ) poo'oek 22 umiode | 0006w 28 vesoda | iad F 1984 URIODR] LEp QS UnysL|  ueunsnAUSY UBP 1SEUIRIOON §Z0°H 1Y
Iy ueBueney velode yejung
NEY gubin| UBEUeSEb,
wnup 000'000'095 uewnyoq 1 000'000'02% uawnyeq | 000'000'005 uswinyog 1 ustmoQ b 60, UBRUBSYEIRG SERSIILIPY NSty ssbn Lgs. u.wu._. '
TEEIpGRWE] EH USLOTNG Uit j B =
TR [P A NSV vebusiun ) uep NSY
wnwn 0pg'sic'esz'ee ueing BUsIo 6l Zhl'oz9TiT'ee ueng [HuRO 061 0L8'LE8rb'Ee ueing /buel0 061 ugjhgl Buesy 061 Jlog ewucuoyy Bued Bueio uenunr | usBuafun uep fes uespBAUSY LT0'L L
02029 0LOEE USIUNYET | FIEBELTE baurog | ole'Pens0c'eE usiaG | uBWINYOT i UBBUeNGY LIBIGdET UaUINYOQ LRMNT JexBueio wabuenay mE«m._EEE_.zwﬂou.wa—
dempl — o yeieeq jbuBra ] (=38
uruBoURsRd 000'506'052 ueiode g 002'2€2'68€ asiode § 0OV'SLY'SEE uelode g ueloden ] ebiaun| BaneAs ueode ] yBn JeBuBing Bl [SENiERT 210 L
TS|
eliaun)] |8Esijeay Jesip| uep elieun
[r— [P o gt - uejede?) URIOdRT URLMBNAUS m_axm %MM_K _nnn_._vﬂum”
000'000'0S 1 Ueodst 2 0sZ'08L'LiL uziodery g o0z 08L’LLL ueiode 7 ueiode] e 1sBUIpIoaY |IseH uaiode] 1esQyy| uep elisupy usisder ueicdaT;
UED (M BUUD ISBEIBoY JESHi ueuNSNAUBY UBP ISEUIRICON 9'L0° 1L
ugp lioury) useden ualode] ysjump
AdHS-¥da Uewnyory veunsniuad Qs
eRUBOLBOY 00C'000'0L usunyacy L - wlwRNog 4 - usinog b UBLINGC 1 IseuipoOy gseH ueiode) Bttt
8P (LS Y uewnyoq yene| Y99 ueunsniuag Uep ISBUPICON L0 L L
QdMS-vY uswnsoeq vaunsniued Lewunso
LmEBOIR 900'000'0sL uauoq | . uowrog + - uawinyog | uewmio] 1 18BUpiony |sel ueloder] ueunsnivag En“_.n..wmm.h._wwozog N.s,.__m_
UEP QaHS-vy uawnyod yejwnp T
Gt bt ol PP yaiaeq burieq yesee(] 1ejBurie ueBLESUAIS]
URLPOLIS] 000'000°a68' 4 uamjog £ 885'6Fa'98E" ) Usnixg € 005'6+9'586° 1 usLImiog € uswinyoq e UBPUEGURISY USWOQ YEKUNT UsllHOq UBUNSNAtSd 110" L
(P —— aatona it (senjeAs usp uzebfuebuag ysieeq BjSueied Blaury sengag
000'906°026'Z vstumjoq o 8L0'299'805°2 Uaiun¥oq 03 001'506'6FH'T uawniod oL usumioq oL ‘UBBLBOUBIE UBLIRYSE UHLINY|  Uep 'verEBBUEBLS, TRELEIUEIRY L0"L )
. S . S i ; : - anjuepiepigg Buek QT T
00000000k usslad 0004 000°000'c04 ussae $0001 000'000°001 ueRled 00004 uesied 00'004 : PR N—
: ] . S e . wunbbued ..u...:_av_ asejuesrg . A
. ISNIADHA HYMIVO NYHV.LNRIENI S _— N
. . NYSNUN ONVENNNSd WYHD0ud . . yesoeq jeBueiey
1 aov'aovoer'ay s.. 0088 | coR'drzoLetvr u..a /] S.vw. .EN.SES.,.% sHepu 0078 SRepn 0 umuEanesoy) o PRBARYL UIp ol ﬂﬂg_v_ el =M_Hxh.
_ Pl 0098 | . L : v ueueAe] SERlRNY SHOPU| . el K

- - - . ; .
() 130uVL (dy) JES-T {dy) EGH ’
avmur NVLVIDEN NVHVEYS
SNNSONYNE wiHEM LINA po o TYNICHSIINO HOLWIIaNI 8NSINVIVIOD WYNOONd | /NvnrnLNoLvam| NYHVSYS/NVAPNL
iseiblusues] uep efiay eSeus) seuig
9Z0¢ - ¥T02 unije

Inli| uejuewiley IsUlACld 1sesbuusuell uep elisy efeus] seuiq
ueeuspuad uep ‘uejeiliay ‘weiboid eueausy 2Z-0L [9ge],

"9 1eqey




Z/ 98ed

ueNeIpesig bueA eAuupet usunbusg efuuen ueunbues
s 000°000°6.42 wn 000°000'6, wa L 000'000'SL wn L wn H nEge Jojuey Bunpss Guninpued]neye Jojuey Bunpes) Bunynpued BuRBsEl)
BURIESEIG UBP BUBIBS JUN YBWhp uep eumies ueepsbuad L1201 1
usmelpesig) BUEA BALUIE CLOTT=]
wun 000'000'006 W 3 000°000'52 Wk 000'060'05 1 Hun b usunbuBg Nene Jojuey Bunpea| ueunbuag hege Jousy Gunpag i
BURIBSEI- UED BUBIBS INf YEtUInT uep eumiBg usepebuod 57 L0°LL
T A _ uesBipasyy Bued eduue efuue]
gy 000'000°058 wn 000'000'52 wn b wn L Wi 0 Uiy UBD UEjB[RIad JjUR YBIANG]  LIBayy uBp uBlBEIGd UBBPEBUSd 0401}
o 006'000°002 un ¥ '000° U, 000" u 0 Buek ushusde n Mﬂmﬁm_o ueBusdet e 4o
W) 00" 005 wan 000'000°02 wnz 000'000'0L wne wn 0 s Euﬂwuu .Mm _E:.__n_e % ol UemIEpUG) UBEPERuad 7404 |
YBeIseE( YEjuaauiad UeShN: Buelunus,
000°000°52T'T uauxmiog | 000'000'56Z uewmyoq L 000°000'G6 1L uslunyog uawnyog ] Buslunuey ysiesq Y Butiey HMH a g_azwﬁnn_ Hu%.uwcnu. B._.n”
UTBpEAie,] USWNYOE YSILNT GETTEL L
OdMS EPEd AIUOIPEIT sEaqiad QdiS
wein 000'000'08 usiurioq L 000'000'05 1 ugwnyeg | 000'000'051 uslumioq 3 usumieq [ L LA WaIS(S ¢ odf  @ped YU SiSRGHHR uBLEL i
ugBUMN( USINYOQ Yepunr]  welsig usBuEsyelRg uBBursing LL'o0'L L
adis e "
oy D00'000"006 usiodel  Zi 000°00C'058 usiodeT 21 000'000'058 uesode g1 ueloden] z ISEYISUC)| UBP [SBUIpICOY Jadey ,m%.w_w.ﬂuh_h&%m “M_wm_sm._ﬂmw_
ugeiebfiusiafuss ueioda yepunp H ! d &9
TEREipes|q BusA 5 y
wnuny DOG'000'SY uswiMyog g 000 DUY'SL usivia G2 000°000'08 ualumieq 01 uswnyeq L uebuspun-fiugpuniadg ueimesag m.“._” u un u.ﬁh::.ﬁw ueinied
uBp uBEoEq weyeg Lewnog yswnp| TP UREAEE UBUSE UBRpalliad §'80'L
000" T — ueyelpesiy Bued ueepuebivagd usepuebSbuag
wnwny 000'000°96 e [ 000'000*GL 1e4ed 21 400'000'ss Jexed zi wied 43 B UEYBPD BuBIeg 18Yed yenr| Ush UBYES) BueseE usepakUad S'90°) |
non - g . ugsaipesiq Buek o1
anin 000'000'0% 1ed -1 000'00' 052 yoed 51 00LPBO'PIE pfed Gl 1%ed 51 Jomey] ygsiBo] usysg e yenwnp| A sMeifio ueyeq uespaiuad 1g0'L L
ueepwsiq Busle
woan 000'000'05€ WEd e 000'000'00€ wiEd % 000'000°005 oyed 02 Ed 0z Buek Jojuey uedeyBuspeg Jojue H.&S_ UKo
uep UBEEIEd Y LT uep uejejelad ueeipeiuad 2'90°4 1
usjespas() Buek
wnuy 000'000'¢ wrd 4 0D0'000'SZ ed 3 000'000'0Z eed 9 1eed o | soweyl ueunbueg veBueieuagpier| SO UEurBued uBDUmSUS AT
weimsL LeuedLIoy) 18%e YR 1se(ejsu] Ueuodio)| Uselpakued LoD | i
" yeer: yeuseq
X ‘8og" uawin: '000'sZT L uauan; 'YB0'6LE" oLyl uswmyo| URIa - LUnLy| us peBue,
0060000895+ Hed L 600’0005z L L voel 00£'¥60'6L6') MHeg | Mot 1 w® :ma:Mm v_m_an_acwﬂﬁom _”__ME_.% BRI WAL EESIWRY S0k
vebuepun-buspuniad veinksed
woury 000'000'5Z1 fulg g 00000009 Bueiy § 000'000'05 Bumio ¢ Gu=io o IsEueLaidu) SurB uESUIWIE _w%mebﬂuh_:“_ﬂu.w uwwu_nhn_.mc_.ﬁw_wﬂ_
oy Busyy Buek Bueis yepwmey - : T
TGP Wop WEppIpHed
unwn 000000051 Bueip) o 000°000'081 BueiD o 000'C00'0g1 BueI0 § BussD 5 AGUS BuBK 660N uep o, :E_m_.wﬂn"__ s ”“”_Nu””uhw“ccﬂw
$86h) UeesEpIag lemelad yerunp 8
umesmeBaday
- Baday IsEuL L
wnun 000°000°00€ uawnmiog 000 00004 uawnyocy 000°000'08 uswnyogd L uauwinioc 3 ! U WasiS  usp _._nu_._m““ﬁa_s Eum.w.mszamgf w.mw.—”_.m
JEBUGO] IBEH USLINNOC YBIURD
A00" T (P uedeSiueiay jnqupy| efuuedeyBusiay gy BUasag!
umuiny 000°000°002 ied 061 000°c00'002 1Bed B 000'000'06 4 g OBL janed 08l | geseg seuig usieeq) eNed UEILINT seuq UBmEE] UBERESUR 250 L
o . - ueiemeBedoy sensuwpY yelse(] Ibueiad
000°000'SLL usimog | 000'000°0L¥ UBWIMOQ Q00‘000‘ 0k uswInog 4 uewnyeq 3 UBBUBSHEISG UBIIMIGG (UG . oy ISRRSALPY SO°L'L
uessBBiry uesefbuy |sEsiEdy ssoubold sislBuY
wn 00052462 uswmeg 1 000'68L'S2 URWHOG 000'92L'€Z uawmiea L ustunyaq 3 Ises|leol sisoubald sisyeuy od nsMAUST 870 1
tep ustode|ed USWNYOQ YBLnp, uep usiaderad Usuns d §20'H)
ueeBBuy OdbiS YBIRSAUSSUELIEINME | JUBUEING
v 000°ZE0'012 uaidey b 000'ZE00EE usiode | 000'2€0°01E uesoder | ugiode] 3 |sesjeay sisoubold sisieuy usbueney usiode
Uep ueiodefag ustunyeg] ysjwunr uBunsnAuGd UBp BBUHPIOOY L 201 |
43 33 oL ] 4 L [} ¥ 4 [ b
{dw L30HYL {du) 130uvL fdy} AFONVL
aymur . . NYLVIODaN NVUVYSYS
BRNODNYNZ YRHN 1IN0 “IVRIISIONOH HOLVAIINI NS/ NVLVIOD WUOONS | INvAPnLYoLiaN)|  NYRVSVSRVITAL

4

20T




£/ aded

. slieyubouar|
: . . BUBIUGY LBunsnAued
. - . ) § - : 1! Bue) gl : . ; [W1EY) Ufyey AR
000'000'006' usunieg 6 000'060'000" L Uy & 000°000'000'% | uswmiog £ Ueunod 8 wlieus] ncé alioy efieue) BUeOUEY E._:u:.Eom.E.p.m §EuP>H.%¥ﬁw&ﬂun , -
! - - SRR redeusiest el
' : VE'E URIBRES Jojenip daa eAupyuiueiyg
: "y ueieseg
) - eligy| vbeue . Lo o
- ) . L . . . . . . VY, . * uamnbbueBuad
400'000°000' 1 . Uesiagd gL 000'000'000'L ussiad 0L Op0'000"'000' L ustled Ot ussied 06 BUBDUBY unsniuey isepgsaual BngialL et
. . . Ny T Bue, 3oy Usiednges; ssejiesiog <0<2m_._. NYYNVONINId WYED0Hd vainbBueBuey Exw:_n._. B cﬂw._..:..::u_a_
A . . R 'z uening Jsopspyj | g.ueming,
leayiqeyeaiig
pAusien ueunbueg nele
e It Buek eAudieT usunBul
wiun £00'000°005 wno 4 000'000°05 4 WA L 000'000°05 N L wun 1 d =ﬁm:§ mcauew._mezx%:”m JCHIE| BLNPOS) BUBISERIC UBP BUBES
BUEIeStig UBp BUGIES LEIUNT IsejqEyRYUBBBL SIS L1601 L
T u.m M_‘_a__umu.w_wm__ BAuue] ueuniueg nee!
R 000'z08'000'L wn 4 000000055 wn g 000'000'085 w2 Bun z ueunbueg _..mﬁ oy Bunpagy iopey Bunpas) eusiesild Usp w:w.._m,m
BURIESEI UBD BUBIES YBJUNE Iseyliqeysy/UeRIBWIBWEL OL'60'L L
IegjqeyalaRIBLadi
. ; efuue ueunBueq wep oy
wnun co0'000'008 wno boo‘oon'ost un L 000'000'05 wn 1 wn t Bued eAuuer ueurbuegl, _ms._zs.oﬂ.._awem;__wmm 50 o
uBp Jojuey Bunpas yegun R i
(P - " eseupediqg Bush BAUVIET usap
] con'o00'0s2 BN ¥ oo0'0Do'0s L Huny ¢ 006'000'0S wne o 3 BAUUI"] LIBBYY UBP UEJBIRIO YBRUND UBP UB|BIRIO] UERIEQISWS 0L’
wAuuetZUsd uefuede|
aant P P uep yeled uspeleq] uep Bieyad) neje [euoiseied() SeUI] L p
uny 000'000'0.Z wno % 006'000'002 Ban gk oao'o2e's61 win o wn vt ot ebusda _w% :m_.am CouEIO vip yole. ‘SeEIEOWSA SRer
$BUC] UBBIBpLSY yelwnr| ‘useiByllalsd BsBr usEpekusd Z'60') |
eiuyeled ueqes
[y— [ P uesefedic] uep eaypdiy Bued| seuxy ueaispusy neye seu] uebBusioleg|
wiwr 0g0'0c0'sL wn Z 000'000'se wn z 000'000°'sS Hury 2 wn [ uBjEgEr SEUIA UB 35 B8 SR 34 ¥elad Uep L ylewDd EheIg
uebueloieg UBBIBPUSY YeiWnp| 'uEelByzSWIB Bsel UeBIpBAUSd 1601’ )
yeseeg
RIaB() UBYBILLBLUG LEETt Buelunue,
000'Z08'G6E'2 uswnyog | 000'000°592" L LSWN0G E 000'02€'196 uswmjog | uBlAYOQ L ueyBuLaey uesnaf Busfunuad| uzwam ,______,___ m.“sam n_..ma u _,nEw n__%.v.ﬁv_
BSE[ UBBIPBALGY USWNYGY YBLIn® g 3
. ueyejpasiq soWUey wnun
wialupy 000'000°002'E usioda 7L oreLLz'eal's uesodey z3 org'sle'eag'e ueiode] g4 velods RuBA Jojey] Wnwn ueueiaied ueuBEjag BsEl UBEPBAUSd PO L L
ESB|" uBBIpIAUS URlodaT Yejwnp
uselpesi Suek
sojuey uedeybuoyo.
wnwn 000600056 uesode 00000004 velodey 1 ©00'000'0L uesads | ublode Joey| uedeyBuspag usp usiBRIS o
eSET LERIPBAIG, LRIOCE YRILINT uep Ugelela eser UBRIPRAUSY S8 L L
vexeipesicy Busd s
LAs]) Uep By BA wn!
uin 006 0Fa'Z8Y uesode] zZ1 009'S0B'LeY usiode] z1 £08'508'LBY uioden 7} ueiedeq zL LEp iy BABQ JeqUNg TSEHUNLIOY ._ﬁv__:asuw._“...w__. :wu_wgcwm%mqrm
eser ueeipaiuagd ustode ysjung i b
AL N ] -
s 060'00s' ueiodet z1 £o0'008'L uesode ZL 000'000'9 uriode] Z| urioden Zl esep usepeAuag :—M&Sﬁﬂ_:ﬂ 1InAUG JEING ESEP UBEPUALS L'80°L )
i fy i bt gl (PR— UEISEQ YRISE(J UBYBULBIS UBSIIY
Cos'obi L 7e'y usunyog | OF9'Een’ /Et'y HswrDcq | orgealL oty usturaq | uawurjog 1 uBYyEjUNSWa tesmun Buefunuag: FuelunUod BSB[ UERPSAUID 80' |
BEB[ UBEIPSALDS LSO YetUhf -
i L1 [ ] 4 ] ] ¥ £ Z L
{dy) 130uvVL (du} L3suvi (dy) LIDHVL
avmer " NYLVIOaIN NVHYSVYS
ONNOSNYNE VRN LINA YNICISIANOY HOLVMIGNS JnvarnLNoLian: | NYEYSVSINvArAL

#202

sSz0z

NS { NYLVIOIN / MvHD0Ud




¥£ 98ed

ueeqey uebuquig
el uboal Bftay) (e (Beg ueeqer
vetusquecuad | 000'C00"00E Bueic  o9e 000000051 Bueir L2 000'000'051 Bueip pgl Bueig uep ueynindueduesjedepuoiy uBBLiquE Uep eyniAUSH Z° 10 1'S
Buepig BueA eliey Jeauad yejwnp T
eAuisueladuwoy
Ly ef ulieny) Jejuy uBueAeH
womouadiod | 00000002 Bueic  Qge £00'000"001 Bueio gez Q00000 0L Bueig opre Bueip usyjexBulic) neye/uep ejpesie), Bued wheg scuing :H_E..Ho " F.E.w.m
B Bl Jejuy Ueueeisd WCS Yejunr i
et . L ueuefeied usgadepusiy Bjoyusledngey
00U 00E 0¥ "4 Bueio poe bo0'ooo's2 Buese 0/2 000 vPL 204 Bueio oeL Bueip Bura eliey Leoued wepunr] Lesokg sepur elioy Jmue uaueieled LO'L'S
“f 000°000°8GL, . [ LRSS OL'GE | 1 00GISLL0NE | n MEsRd 0B LE .Sm.xw...wm:w Tl .wm.n.vhnw B A s bl . Buek elisy] Jealind aseIUGEIoL]
Lelesp yexBuL Ip ey
iy ebBue Bty ebeue ] SERAPIPOIY
Eg_seh_{ DON'EELZLE Lewnyoq L 008'€ZL AEL uBwWinyo | 008 E2L2LL uswnyod b uaimieq ebeue | Bujes eAep UBp SERABNPaI Usp (susysdiioy esnsnBued | v’ e
Suepig ueinynBuad |Isen yewnyoq yejwnpe
s pi o pt f o gt {5t yeIee 1eiBul seRARInpRId |SUIADI YRR
- Q00'E2L'EHL usiode | 00R'ETL LLE ueloda | ace'ezsTLL ueiode § wesodet weanynBusy |1S6Y Usiode] yEILNG|  TeBULL SEYARANBO WEIMINBUS FO 1S
sy 28uus) SEAINPOI LeBuatsly
veuequabued | O00'0R0°2ZTI ueeyesnisg G2 Co0'0B0 221 uesyesned £z HOD RO 0L UEEYesned 07 ueeyesniog uejey Bulus 15BYNSUCY UBedapuay UBBLESNIB, BRBde) SEANPOI]
Eumpig ' BueA yeBusuely UBBYRENIB.} BN |SEHRSUGY uBsLRSElRd |0 VS
o ad lod uelode s :gﬁmzn_tﬂﬁhﬂnﬁﬂﬂﬂn Yeusuiely useyesmiad
- 000’080 2T) uerode | 000'080'221L uesodey L 00000000k uslede | ) e L
ugRYBSIOG Ueiode] yejiine Eped SHIABINRSI ISURINSUO £0'L S
wie) BOBUOL " T . |seypeeis ), Sued Bl1ey ueyRejed vbeque epeday)
wusgietieg | 000'08Y'0ZZ Wil @ 000'08¥'02Z Ml b o00'00'es Ad1 01 A1 efie| UeUREId BBBqS] QEIUNE|  ISEYPeDYY UBIBHUSG USb ABAING 120°1'E
. ot o [SeypeuyEIo} eie) uBUREIR
- 000'08¥ DZ2 ueiode]  QZ 000'08p'0Ze uescde gi 0o0'eac’os ussoden QL ueloden BUBA et usiode yEnp|  BBequen ISeypeny LERUBSNEIRG 2071 S
SEUAD|NPAI ef19Y UBYND|6] elaquan BuElBsEld
aly stuue), UER [BRHOA UBLRBISd BURSRS®IA ] o 16 ee gyies Jmynasy] UeeipsAusy
vebusquebuag | O00'000" AL efequien 67 060'008"2 1L efrguie] 02 000'000'0L efeque g efiequen 01 eueles ueBUlusy Uep Jnpsty NN Eseng Jopjes UsBueq ewes eliey
Buspig seysediy 1wosipwindo exyuer wejep Usp EBBqLIST BB [SEUIPIOON Z' L0 b'E
|seLplooyyuBeyedosay yepunp
wlioy Beus | susjaduioy siseqleg LeYNERSY isuejbclio Jjeey UL piog B
veduzauwstuag | 00O'000'C0LE Bueipy ooy 000'000'000'2 Buei zag 000 PZE'069'L Buelo pze Burio 00} \ , eaued IBeq Lejdielsis) UBURRISd Wep
auepa dedepuopy Bued eliex LBoUSd USKINF |\ py o e s useUEfBteq SesId 1301
oty e .. e wfiexyed Auel LeBueiewoy 1SLByadLI0Y J6ISE]Y UMESRRISE
- 000'000°LPE'E Bueiy 1o COD'DOS'243'E Bueio og 00D'PZ6'098" 1 Buelo 65 % 65 UBYIEIed BHESEY Yepung Blie3) UBLE-] UEBUBSHEIOG 10T
I T O P N S A ; S IR L S T | Bpeieq uep usyBuBaunp Buek|  YrEE VOVNTL SYLIALNMAIOO |- isiniesiog Bua)elisy}:
L |ooegzioge | wesied00ue - | GOR'RSLTEST | Uesied 0269 - | O0F'LPE'EPET: uesid QUSe. | USEISA T 28 I Lno Gounelod Gesniyeseuesied | NG VRMEN NYHILYTA AVMOGYG| - ubue) eseesiey
Bu B 4 Bue:o o Sueio 0 [ML LeunsnAued UBYREISd azv__m“_vmﬁ oI sl
VEBLEOURSS, 000 p00'0SE @0 OF 000°000'0SE uBix SE £00"000°08 PV
o 0000005 Bue Eo uopedngey WS YelLnr efieue| BUBIUSY UBUNSNAURd Z0' O LT
N —_— onBly Yeiosr] Bliey oppely efioy
LEEREd 000'go0'Css usumieq @ 000°000°05L uswirniod @ £00°000° 054 ysuyoa L usdinyeg 8 eBeus | euesuay USNYO(] weunr ebeua) vuBIuey uBUNSNAUSY LO'LO'L'2
Tk e ok . LB . .8 L RS 2 v £ e S
- avmwr tdu FECY ) ey ol amewer | A mowy | T St T U P SEERge vy S e
DNNDONYNE | : SIS RS SR IEE S R ] TYNOISIONOY L HOLHANG NV.LVIOD1 1S 1 NYLVIODN 1 WYHDONd ‘zqawuwmwmwxﬁz_.. WvEVSYS/ NVOPNL
[ VPHESM LING - A 20T . o tEoe [ R o Lo e RS i . -




5/ 98ed

AUNUO I 1P lelepia ] |elgsnpu)
JRLtsnpL] LIBBUNERH BUADA DO6'696'98 | ueRyRSIAd 09 000'STE'20Z ueeyesniag 0o 066Z26'70T ueeLesnIag oF ueeyesniad uep ewesiog eloy veluelisd| uebunani{ ueBuap epeL Bued euesisg
unsnAuap Bued ueeyesniad yejunr efiay velluelsg UIBNERUSd Z'LO'L /S
AURUC DAIMIP [e3snpu| ueBuRanH
fepsanpy; uetkingn Buepg oos'gas‘arl ueeyesniad 09 OO ZrR LLE uegyesnuad 05 00F'Zh8 L8 UBBYESNISL OF UBRLRShIad or JBYEPRII, UEP UREYRSIIRY URMEIFd uebuap yepel Bued useyesniad
unstAusp Bued ueeyesniad ysune ueineled ueyesaBuag | L0 L L
uexpoIayp eyyusiednaey) (mes) | pep uigel
" : T — furA (g¥d) pwesiag elioy aliay yeAeas ieAundwialy Bued ynun
| 009 209507 M oLt 002859048 w8 G0l 064859 048 S ool s Q ueueliag uep () ueeyupsniaq| ewesieg elay usluelsy ueleyepLa LRp
UBIMBIa LUBSMINdaY IRINS YeingUsslEsniad TrIMmesd uelesaiuad 1012
. {usehenebeuay srde e eAe “
A Bl e, Bls Bioiay |
RERN e o Ll S SO ! T SUPEEd IRNRRIAL tep yetin epeig | BT IR A RN R A X
. o o - O . T : L X RS HMAld) yeheT Buegk : U . R T ..w«,wh.cmxnﬂmcm.s_.
onB'gzL'ure's - [ oosto0n'zaL" . ussiad 002! QR000D'2HL'T upsisd 0o I PARAS - BXdidd) 42097 BIER v enan NVENNENH WvNeoyd]: Bies sigyusjednge
ke o N R R i B : B AT . - seyu Usklesiiey
ST vepiBulled
£'1'E Uesetes leyeripuil
|supAoLg Uelsea
(Meg) | weep 2iay seso uep "y
Loy smeus, uesvquatusg Susma | (00'000'00) B0 oF 00¢'000'08 fLeio CE 000'070'ZL BuRIO 02 BuziO VAL cgm”wm%n__%gﬁ%mﬂ%sﬁ uany ‘Uelecer UsyEaniad BUnpUBBLAN
uey VAL U sepi). BueA viiidy uevyessBuag
ISESIICIMUIZ uep [SBUIBIOCH L'G0'L'S
1sUol4 Yeweeq ( nies ) werq
(P [ _— eALISENUNEN 21y IS0 LRp ¥HL URIWNE ‘uejedger
Q00"G00'00L Buaio O D00'000'08 Bumo og 000'0F0'EL Burigy 02 Bueio o vesmqieyR BUBk wyiL Jelun Leyeqniad BUnpUEBLSR HepLL BUaA
uabueluediag vyl Ly Ueyesabuad 6o LG
el1ay aaangrie-)
elioy s3zus) usluzqwiebung Buepr | 000'000'052 Bueio oz 006'ZEL Aob Bueio ez 005TGL'LSK') Buwio 0z2 Bueisy qor IEiRp Leelioted Leedecuap 2fioy esingr e qof £€0°L'S
BueA efiay] ursuag Leinp|
\ [15Y] 1886 ISBULIOJ|
Loy ¢6: P ! . . f B | Bu BUPUS WSKSIS MIERW SuuQ # !
eley ebeas | ueduequislued fuepig ¢ 00O 000'00E Buei) Qoo'ce 0oQ'tooosl Bueiy 000'SS 00Q'6LE 26l ueld nno'os L] RUSH JesEa WelRq Jeuzpo . BUEA UeeipadLiad Uap UeusAelad Z'60'L'S
efiay 1GWIad UBP [Jeduad Yeuny
augue efisy
g Bliay fesied 1SRULC| sexid
iy sBeun iBinquaiung Suep | 0OC000'GS wolrog | £06000°05 uswed b G00'000'sH usweq § uawnog L JBsBd SELIOML| 18xdy UBSBUC _m:”_m_wwgm o S Ao
Bueh 1SRILIOJU} URp BJBC YejLNr i g
000'000'600" WAz 7 006'E6L " HGY' T ary ¢ 0OS'086'004 MeAl T Wang z ey Jese efioy seseq el ueRiopbuad €0'L'S
weulioy yeejeebuagd juasg yejuwnp :
myelag BueA ueinyy uebuap eness ML
wpoy fivuey Lebuequefuea Brepy | 000 DO 05T eBeque /| 000'000'00 uiegle o) 000°G0G'05 eBeaqws gy efeguia L uglepusbuag Uap uesematiuad o
BTN BUBA S3Lan LD ugjlepuabuag uep uesemeBuad L'20'L'g
EiGHuaiednaey
S P . uz yeszeg (Ryeg) | URp Yaa) (SXLd1)
000°000'0se efequia 21 Qoa'o0caal wbequia ot 000°000'0% ebege Gl efiequia =13 usiedepuaw Bued gy YelwIne esemg Bilay eeus) Lzedsuag
eBequaT LIZ) UENGIBUAG Z0°L'S
ellay upjeduiasey uesenpiag
elwy eeue) LeBuEqueliveg Beepg | 0OO'C00 008 Buern ooe 000000°00F Bueio 0gL 000'Pr L2082 Bueioy oyt Buesgy a0l weifiold R UeNeiemRI0 eligy urjedwasey Uesenpad #'L0°L'S
Bued eliay vfieua) yerung
" iy Uep (v efiey] flexen mrmv% Jejuy)
(oot | . ¢ et . ebeual Usjediuausd Ueueieiad| v uep (Ueieeq Jeuy el Jeiuy) Qyyy
ejiayl 26eus | LefusqueBuag tuspig | 00000000 Buaio 000'F a0 '0o0’uek Bueiy poo'zi 000'000'001 Buei0 000'QL Bueiy e w1y eBLa, Usiedwstiad UBLBASRd
uesiedepus Bued Burio Yejwmnp ses|euarselsdy LeslgwRdd £1L0°L'G
2 i) Lok 8. . L 'S 8 v - - b
o - tdu) L IeMy) () . (i) “JEouvl, SR R e i o :
- avpvr . LT R o ; o ci - ; NYLWIOEN oo NEsYs b e e L
L v t .Ez_.o_.m_n_zﬂv_ R M.O._.t._z_nzh : rans FNYLHOIN / Eﬂmoo.zm FNYOrAL HOLYHIGNI - m(ﬂ-..!.@.: ’

| ONTSDNYNZA VPSS LINN

9Z0T

ST0E

oz




9/ aded

ot R ot SEMEIP URp ueeliayebaualay
000°000'050'S ueeyEsIed  Q90F 0O0'000'005'E UBELBSIIS] Q00K 000°800'005'E ueByeEISS 0088 uedyesniag 0 weyed) Bugk uBeyBSNIa ] GEun Busd UeBBBOUNAUGY L0') S
- | & suuon usp eliey
. : : : i ' . : - . i o : S T gliiON uBdBIoteW]
‘090" . uessod ) [T g . g wosied by, - - " ficte; g et
000'000'050° Wk 000°000'005'¢ - od £2°81 | CO0T0D000SE ol PEIT :ﬂﬂu L i Bueh UseijdsnIod SSIUORIA] NUSYMYONTd HYHOONE >E§u§£
. . ¥°1°Z Ueseseg Jojeyipu|
L L B .u_n_eaﬂn_ L) “. 2
fosnpL ueBE g 000°'000°05} Bueip 00921 G00'000'054 Buel)) 0Go'tL 000'000'05 ) Bueio 000’04 Bueigy 00 leis0S uBwer Wealnd weyep| ssysey uep Biey BhBUS (RSO UsULBT
Jeyepua)] Guek eliey] eBsuUs) Yejwnr [ q od SE0 L
o ugsmndey e uesnindey . usstyndey ursmndey d OUIAN) mesyueizdngey
mtnpin usOri Bauptg 000'090'00+ wing O 00L'SPE'LLS yang © 004'SPE'21S g © g [ AN vedmaued Yeuns WAL Yedn UBdeateg 260" L
o ussndey) - uesnindi A uesninday uesnyndey (dWN} 1sWACIg;
I B Buvpie COI'9EZT'EED Jeng b 002'6L0'FED wng 002'6L0'PE9 seng * oing i N vedeeua yetnr Wity yedn uederausg L'S0"h 2
(SN BoueEdngey
BjosuRIEdngEy Wk Jeropieg wnwLIA Yedn uep (iNn)
o04'9Ez g8 »5 oL 008'F2FLOS g 1]} o0R'HEN LOE'L %S oL L] 118 yedr) Uep 1SURCIA WU Yedn | erosyueiednaey wnily yedn (dSn)
uedmeued vesmnday; yeng yeun©|  Sujnaid Jenpes WAy yed) ()
UL WLy yedy) uedejeved £0°1°L
{suCId
MATGPU| LBEANNH Buspig 00E'621L'S6T efague) oL 000'95L'664 whecwen g 000'e61'6681 eBeqws L eboquia suiy] Bued wiediy, Sy yewne yesel(] yedy ] Bues eiley efequia
Jeuoiseiad() UBBUBSEtad P20 )L
1seque
s slieag - slisyad g - elloNag IHUOg BlisHed yjueg pesion Buek sisyog | U0 B8 UninieiaslieNed IEjlng
Ietisnpu ueBnany Buspra 009'2E1L'BLL ey G2 cou's05'BeL » seosy 0% 008'60G'68 ) g smsosy O = BEISOSY 0 uep EyenBus,] ISamesy LNy ISEIPSJUO)) UBD RIGPA.E ‘BY! d
B |SeIS0sY o o . s mesuebi( eped vemoBBusay |[senideney
uep isejuueA uezieBBusiaiuad £'20°) L
wumard yesse( (neg) |
, : —— Buguedey eped xedweplegieqpesag
(o) uethrn Dusptl 009'6pb'ES: sieed O 008'508°LTL BIENS O} 008'60€' L2} L TEER ) Bieylad 0 Buek ums|osiad €18 YRt Bueh ueeyesag UedMmnUG
ugp 'eliay %oy ‘lemsnpu usBungny
uBLiskesIe  UBIRRetakuBd Z'Z0'L'L
1sunold yeserQ (mes) |
1p usBuguadey eped yeduspmetjedyelag
WigaRU LMIGR e 000'89K'967 wed | 006'005'¥L2 erepiod | 006'005' 42 eieiad | eleyiag [ yebienig Buek ueyisyosied Yenuny fhaed ueeyesnied uednjnuag
uep ‘Blley ¥oboy ‘(eusnpu| vebungny
uBysResiod Ueyeieouad L'Z0'b'L
Bupnoid ymised] {Mes) |
ugBungni L | " :
e narafuad wo UmtmBeoung | UEGURUBGS BpEd SdUERIoGIZaNE:oE
0098l '250'L uBByESNSd (9 005°515°06. UBBLESMBG 0% 005 915062 uesyesnied O ugeyEshiad or  ay o Buk uaeyesniad uedmnued usp 'aliay
EoiBlie WSS UBBLIGWAY) \op0y yernanpul LBUNNH UBYPERSIEd
ueynyp Sued vesyesniag Yepunr, - b AR
lesajolued uep d 20'L L
A|jsosLuer
Byase [efeqes Jeyepial elisy 2bgue), [Isog ueuwe
ISR} IROLGNH BuspIa 00L'gFA'BLL vesode L 002'e68'68 uesade | 005°058'68 vesoder] | ueiode] Busk eliayag uep (yedig SH1 Uep| uep Ensnpu| usfiungny BURISS [SBUNOU)
"yedn BIBNS INPPNS ‘BXdidd) || uep LeejEpUad UBRIBICUGIRASSY €710'L L
BURIES 1SBULQJUF UBP B1B(] YN’
zh 18 [\ [ ] I3 9 9 [ 3 z )
SV o ki o i o 1aow “IVNICISIINON HOLVNIONI NvLVID3A NVHVSYS NYHVSVS | NYOPNL
 ONNOODNYNS YEUEN LINR p oz YEor NS / NVAVIOSM | NVaO0ud 1 NYAFNL HOLYNIANI




g/ 98ed

[F=0TT BT Ut NS UBWDINRLS uBLURNUWIAd ._mhowmwnﬂﬂﬁﬂb”_wrﬂ“ﬂ%“w uBwpnUsg LISRIES UEdBIES
mesjursueyy Bueps Q00'000'002 : 3 £ODD00'00F 3 000'000'051 y l o 3 exfuey wejep usebaque) uep ooyl
uenBs uBsnes uenjes uanjeg eybusy weep weyBuedquey SO MPIILISELU) URBnBusd 77109
10] Bied UeLIDINULIE ] UBNIES YBREINP =
. abenien - efizengy| Nt eBuengy ebengy BuKyq Bued uesbivisuery pNWaL4 UBNBS Uedey d
pasiisiny Suspe Qo0'000'052 ereday 09 000'000'009 erday| 09 coL'yel'L2¢ eedey 0D Bpdey eBienjey BlEdey UElnt]  BYBUBY WEIRP WaS ueienbuad 110"
ueyneed uep usiudwepusd
ueBuiqug ‘ueueiesd
— P ot 4 . . uedeuetua ] daygl eped uBWHNLUBA]
COC 000 05F uawmieq | Qu0'go0‘'ong't uawnyoq 1 00L'vat Aty uswimag b ualnyoq 3 (SEOADY _mw_vm.E _mB.___mm..._. uenjeg usbusquabusd 1o'1'g
I Yeliag
uejeiBe uslIMiOg yepung
. ) ueneMEy
. wiEfep |p uredwened unpesEpIoy ISYHOINSNVIL NVSYMY
- [T ) o & 4 5
000°000°05Y 8510 00k 000°000°000° UeRisg 00t . Q0LPS hh.v. uesiag (1113 ussiod 0 whuusgduensy :E——lxa:_—_u NVONVERIONId WVEO0N4
. Bued veaBjusuen eseuesie
ot - oalt 1sanen3 iseifisuB) o
el Buep 000" C00'00L L2z o] £ 000°'000°'0g1 faeyo] 4 00’8l £61 BEN0T + Isey07) o uep Bupoyuoyy vexRuesE|Iq 2y 15eniEAS uep Buuoyuop; BL° 10"V ¥,
' Buey, 1seiBsURI ] ISENOT UBJUN[ T
- etilenpy —_— ebleniay - BbJanie)| vbtenjay UBBYaseY usuele| ugiBrusuel) |
PR Buepg 000°000' 003 eeday  OF 006'000'0S5L eaey OF 000°000'00k epdey  OF eiedey] Jedepusyy Bug, LGBRUSE: | YEALAT usjeyssey| LBUBASEA S110° L
usypejeg ueriedepuey
el BLopiE 000°000'00T Buesy 05 000'000'002 Bueo 05 000°000°001 Buelgy oy Bueigy 0 Bues uesbiusues usbiusues | [sebslisUed | UBYRSIRD ¥ L0 LY
upjeD Yepung
{BLINCI WRIBP Bjoy/ustednqey Yeiead
, ebieney plmaey Lo efueniayt ebenioy ueyjedwsyg
weijusue Buepg 000'000'00C 114 000'000°902 0L 00000004 0 3 sejur] uep Eewieg bued vaiBilusue)
vaday gEdey eEday Bjedsy fiued ueiBiusus | yepung VEIEdWRU USp SBYEpUILSd T LOL'Y
[43 H oL ] 3 FA -] '] 4 £ z ¢
{ca). iasuvl {dy) 139WVL {du} 1394vL
MY NVAVIOIN i NYHYSYS
SHNODNYNE VFHEM LINR pow p— po— TUNIDISIINOM HOLYMIGN! BNSINVIVIOTN/WVHOONd | /NvRrALuOLvan | NYUYSYS/NVAMNL




9/ 98ed

000’000 080°E

URELBBNRC  090F

000'000'005°E

ueeyesniad 00

000000 008 'e

UBBLEsnIag 008E

ueELESiBd

1sEME(D UEP
esyuadip Bued Leeyesniag yejwne

ueefiayebeusiy
uesemeBuad uzaleBbuaiziuad L1 g

" gy ivian uep 08

o . . . . : o Ty T deiataiy |
B B R e B S T T i .. |SeMEID UEp ESHMRAm [ . . FANVOY S L. e
- SR vessed gl 1000000008 - wekiad £2'5L ¢ | DOC'00D'00S'E - .._.a.ao.,._w.wt - uBsing Bued verupsniad ssewesied| - 7 L ‘NySwMyONTd NVHOONd]. B
E R B S e o ) . e el T T i g eleseg a0y
ugefieyefeualsy eflsyad ueslslfosay
X y 3 ‘0o’ Bu ¢ OO0 06 L Buexy goo'oL Bue:Q o0o'an |B150S UBULEP LiRIBRIY Wiefep] seyieed uep elisy eBeus), jR180g veulwer
Bpisnpu| ueBuagty Buepty 000000054 Bueio poo'el nan'cgo'ogl 210 00041 0GO°GoO'0% Jeyeniay Bk elioy peus, BN oo LERIEQLEBUSG G002
driey
. UBSrrdey o uesninday yesnnday (NN elox/uRe
Eusn e b | 00'000'00} w01 UDL'SHE LLS e 8 00L'GPE'LLS i e g SN Uedeleuad Uerunr s Gt URdeIt%s 280 b4 )
[ o Lesmncey N yesmnday ueamnday| [T )] _w,c_..@,n_
R e B | 00'9EZ'9E9 e L 002'6.0'7E0 e + 002520759 e+ s L el UedaeUe yslwnr WAL edn vedeisuag g0l
(SIS RIOWuSEdngey
ejoviusiRdRaRy WL jployag DI yedr uep YRRm)
A - P— : 068 B2 LOS L ) aL MG oL yedn Lep suiaslg wWnwul yedn c
oop ez 858 #s o oom. vevice k s o uetlEated LesNNdEY 18NS Y| Isuineld [obas W Yyedn dnn)
[SUMGI WnLuny yedn uedelsusd €012
1sunol
AN B ‘6L efeguw Q5L efiequa 2 ebequa euicnq) Bueh iedi. 837 ueiuny yeiarg ypedy ), Bwes siiey efequien
(pangyy uztlangni Buepig 00882} 59T efequis 1t a9l 66y e g oon'esl'ast Liiaie desEd § 20 L
|SE|lye Lou epes
rung 1eesmlianad JeUss 1SeIapajUoY
elaed B pliadad yUeg N E[lavad Jexuss o ellayad Erues 0 sextuang Bueh eliaysd 1elies u mmyu ,mEmwvmn_ eBsnBLAG 1SESILEBIO
IBMierpu} eBungry Buapig 009' 41 6LL =lay sz filoishsleieni:1e - 0Z 0CS BOS"68L x5 ISEI505Y P — Uep eyesnBuad [Sesosy YEILNT ! avon bE066UES, e deNon
R ISE|S08Y uep sajleA UeeeBbusipiiad £20°) 2
{BuIACl yedaeq (nies) b
y— 1o ueBiuadey eped yedurepagieaelsg
‘s0¢" 'GOE" BuA ueUBSNiS Lednnua
\e.snpuly LeBungny Buepig 00S'Bkr'EaL wlexiad oL aoa's0e L84 BIRNad O 008 60€°AT) eiafiad g1 eepad 0 BuBh UBLISHEsIad BIEiEd LELINT vep ‘elioy yoBON __M_zwmuum__ cmmc:nzm
uey(syasisd Uesasiuad TE0 LA
jsuImald yesseq (mes) |
Ip uebujuaday eped sedwepiegaeapelag
Gop" 00%" 0% 1 BIENS, eleyad 0 yeBaoi BueA ueyisissia yarunr BueA ueeyesniad wedninuad
1epnsnpu) uebuid Buspg 00069 A8y Bt | 008005 L2 IR | Q06008 FL2 Nad | o ‘11 AaBO uenu) UEBUNG
uel|isliasia. ueyeBasuad L'Z0'L L
1BuIAOId YBIREQ (nes) L
|elssnpuj usBungny uBYISiased ip usBupuadey) eped yedWERIBGARIBELS
‘9aLZeTt ‘95" ueBYEsNIad 04 905'9 15’064 ueeyesnisad gp YREYESHIB oF ugressiailad uep usyeBaauad Buek UeBYBSNIad uedninuae uep 'eliey
R 000981260 uggssniad 09 205'915'062 ; wxm_ﬂﬂ Wig(es UeeLidad oo Eenpr dEBURIN UeLsBlssioy
usiriiep Bued useusshieg yeny eresapEAUed LEp UBYEBAcUEd 20" b 4
Haisosuer
BUIBIA leBeqag Jeyzpial eliay ebeual je1s0g ueulLEr
' ' 'CER" ch FOBE uesode | uelcde BueA elisyed Lep (JUedig 37 Uep| Uep |2umsnpul ueBungni BUBIES ISBULIOIU|
teusnau| ueBunony Buspig 004 'eFIBLL Lelote 3 008 ©68'68 vende | 008'e68 68 ot s s L | e L iag UmsIaBUaKAS €0 2
BURIES ISELLIOM| UEP EJEC] Laiunt
- - - - 7 T
Zk e o 6. AR 9 m . r . .. LT .
o g . 1aeuvL ) JsiongL - {dy) AmodeL e e ST N L s ] NvaeEYS | e s aunen
NNV v D — e - — " g - TenlolsIaNey ‘HOLTMANE - gfis I NVAVIDE T yHooud  {/NvnenL oLysiai|  NYEVEYS TRVATIE C
,..mz:umz.*zmn_.«mwmm.i. el g20L. T 5Z0Z R : : : : . Lo i . . . B .




£L 98ed

(Buequuaiag yede | Lep eyesn
NeAe "IN XeAR BUSIUY INUSWAK

ueuBiwisuel), uep jedwelss

UBSBANEY,.

yiewsy veBuipuesad __u_E....__. -

- Lesemey Gejwne
LTy UniesEg Jojxf

{suBuusui ] Bueplg 000'000'002 uswmyod | 00G'000'002 [T= T 0000 0L usunog L uslunyeq ! Buea) iseibiusues] Lewpinuuag|  3NPNPUSS (BRg RUOUOH ‘lelses
uep UeBumibury ueweielsy|  ueund usBunybun vedeiiuad 240 LY
|SEN[2AT 1SBH USWINYO] WBIN®
BUlKOL] URISE] {njeg) | 1e|sp [SUINOI Yeiaeq (Nes) | Weyep)
Bjoy/Ueiedngey YelseC] Yejuawed Yoy LEEdNGEY YBiB0 URIIUaLIad Uy
sufjusiey Buepg 000'000'002 ugledey 4 £00T000'00Z ueloden | 000'885'8T4 uelode | uelode ' Jeuy [seidilisualy LBUnRAUEqUIRd] ™ o p el JeunBueguisd eulesEliay
ISEUIPICDY| |SEH Ueioden yerunp, EESILONLIS USE 18BUIPIAON 110 7
6 |SUiNG.
. . IBIDWSUBILL  oiaeg (meg) ¢ weiep eiosyustecngey
- 000'000°'000' L uawnyogJ | 000'000°001 "} uskunyog] L 008'L82'6vS uanag L HESEMEY |0 HIPNPUS LReqesiad \eaeg SEU Lep jesereg Buek
UBEIEUBS USWINAGT UBIUNT|  ynonbiag uelbgesied LBeleUSd LO'L
L S oo IR . o R _wE._E..m..
S J . T N SRR KBiBLER E ST e BBysUR L R Eﬂn Lugip. SoE...oﬁn:gnv_ ; ﬁdxu_s_mqu._. e DU LbiLEUE
000°000°000'%. ugseey b - . [000000%00LY " ymsEME .| oee’telova b . ueseme) " seu (10w ismabpusue 1 z<m§>§ zqz:uzqn_amn T
S R LT e : : :u:wu:exa uwing : uenies yajne
. R ) |22 ¢ ueieseg Jomxipu)
Wﬁwﬂ.ﬂgmx i -
. ' _wEQEw:E uBSEMEY HITUR Yeue]
s Bunpig 000'000'00¢ uswrdieq | 000'000'05E usnoq L 000'888'22 uswMioq L uaLnYog b Hnjun Leuie, UeBUBPeOUBl] | g oy o g w_mmﬁmuﬂéma FILE
Ljnsn) UaLWmyc yepunr
f— . P PP e 1sRIBILISUR) | LeSEAMEY 1seifjwisue) | uesemey ueunSuequag
foeutiusur)g Suepg 000000005 JepiaH ER6LLT | 000000002 IBPOH vZs#9'eiz 00000008 L JePiRH sTire lepiaH 0 UeLnBUBGLISE NN Yeue) sen ¥NjUN eue, uBeReAuad £10°L 2]
iseiSiwisuel] uesemey| uedelausd
isaubuisuer) e b wsuel), B 1sesBisuel] 1seubjsuasy ’ : uesemey Ledelauagd
rkiisia Bl 000'00G'009 R 3 000"000'96E ; k 000'95L'6L 1 b L BursnpLsi ¥njun uexiessiasiq S
HESEMRY LRSEMEY LESBMEY UBSEMEY Tadeq BusA snemy| LNy yaiemeAsnpy LUED ISEXOAPY Z'LO' LT
uie] elsig uebuap
P P P ueyewese(layi0 uep unbueqic esig |seubjwsue] |
fseabiusue | Busn 000°000'05S Lswrso 000°000°00Z uawnieq L 000°'000°00k uaLMeg | uslunyog z aLIR1 LESEMEY USRI UESeMEY (SUTOC ISENUIUBP! b L0 LT
ISENIILERI IS8R UBWUNJOd Leruny
o ot ot . u iseiBluisuely ueqdelela Sug) yaue] iseIBilisUR: | UBSEMEY
Q00000058 - LBWNHOQ | 000°C0a &00° L uatmieq L QUOPSO'LLr BLLMTCT L UesEmEy + UEBUENBIUGY UBLUMHDC] YBIMNG ynjun yeUe) UEBLERESISE LO'L Z
B huledepisal o . melBlwsieil
. R O L L P i N ey yaaig e L sesliseyc ocm.o__, “eflpuBauquiag
e " CemlBsiny RifiLisuB) - oo sy iSeitiusuel EjojfLspdnge)] yeisag SEWr| ISVHONSNVALY. " o coipuian isexisey Uep seiBilisUa
000 o,eo.omar ussEma; ) - |opo'ton'sod’t wasimiy b ] oS POOLLY : b jsesfjuisues ) iestiey Uil zﬁqgs_ zﬁzﬁzmxmn_ Eﬁoomm o L Uesemes] uepniiied

BuBoLSy Leyniawiady
Z'g uBieseg

£ usydessus

ugeueshued i eflay Ugjeussay

ussieteusey uaseneluag Bupm | 000'000'006 useyesniad  #G cau0oe'eoz UBBRSNIAA 0EC £00°C0C"'00Z'L UBBMESNISD T8 UBBLESNISY s BueA UBBLRSIRG YEIWN® UBp UBjeWiaesa)] URURARIS] €10 '8

it [ - ueyjesalasi] Gued LigruEsniad i ueelmiefeusiay

uRelmyrSeustey uesanteBuad el | (100'000'0S0 sised | £00°000'009 snsey L 000600009 snse | snsey b o usyspsauisg snsey: Uennr M UEBaUSe 210 g
{¥iL

ueseliayadwispy Bued useyesniad LBeyesnIsd 1P Bliay

ueehoESRieey uesemeluad Burpia | 000'080°009 L uReUESNIad  65E £00000'C0L'L ueeyesniag GZ§ 000000004t ueelesniad 0Z€ ueeyesniad a6 Anseuia)) URBYBSNISA 1Py ) o ise pesieg UesemEDLE LL0'L @
ueellveleusiay ewiop ueydeisUan
BueA uselgsnia Yeung

% v Y 2 L 2 v i
RYE . {dw) 1Myl (sl JEEHND - S R . ity R
v . 43 . oV il . i ; NYLVIO3A o NYHUSYS NAHYSYE f NI
| oNnoBNUNEd Vra LNt - ; TYNIOISIGNDN HOLWHANI |1 iemeny voLysan ISy /M

9208

‘szdz

. P2

ans / NVLYIOEN / WYHO0ud




6. 9ded

Ueethaeg 479 0140 000'000CL wn i 00000005 aun L 000°000'02 wn L wn o Bue uefusder nexe feuoseiodo uBGhiece’ N2 eLoraiado
: i i " Sew|] UEBIERUSY uED,cm,E:ﬁ Sel(] Ueaiepuay ueepeBuad 7720'L L
Yeioe YejuLialua Uesnn)
P . fa—— P B19E0] URlULaLiad vesnin) Bugfunu
- 000'000°0L2 uawnyeq § po0'000'0sE uswmiog) L 000'c00'08% usuIneq | ueioder Bueluned yesaec ik Bueieg) BRI OTTE .:m%m:m_._m aq B.Fm.nf_
ueepebUse UsWNYod Yelunp -
" , B . Adris MG ISBINSUDY UEP [SBUIRICOY
uedecbiyeg (12 Qdn 000'000'008 ueicden  ZL 000'000'080"% uelede z4 C00'000°006 ueiede ZL uelode) zh 1SEINSUO} LEp |SELIRIO0) Yedey reden) UeelEBBUARALSE 600", )
ueeleBBusi@iuag Ueiode yaiunye
- LIEYRIPSSI Leh uzepliebbua,
F— 000'000 /8L wied Tl 000000'54 oed z1 000'000'65 ed Z1 wieq zt o Ly Gutatot oty el UEp Uenerag Bueizg ueepa >.cmma“ummm.mmuog. o
HNAS LN, 005'080'068 1B kAR 00509006 1Med ZL QA0S'050'0GE 1EMed 7] e ZL TeEsTEe] :m;h_aﬁ_hh_”ﬁuu_m_“m__) s etes I v.h«o“p.hvmx_‘
- . et useipasiq Gued eBbue] efifue] |
uadudifed 17 QLA 000'D00'0Z 19ed g 0'02 1ed § 000'000'08 1ed € Ped £ ey LR TEG JEILNT]  Uewny Uejzieiad UBRpaRiag £eT L L
e B I . uengpasid J0lUEY UedexBusle
veGEHIES 118 Cldn 00F' 69888 ed 9 00k 698'88k ed @ Q0v'69R'88Y eed § ied 9 Bued iojuey uedeyBueliad UBp UBTElea UEBIPAAUSE Z'90'L L
uep Lejgi2ing 18ed yejunr 7
I PR P uesfeipasg Buek Jomey Ueunbuey] ueBuelausdplisiy
uedudyeg (378 Qicn 60g'9ss's laxed zh 005'956'8 jNed TL 00a'ess's oed Z1L ed zL  |usuex veunBuag ueBuelsusgminsn isejEisL) Louodwey Leeipakuad 190 L
1gefeisl) uaticdwisy @yed Ugiwn® :
aonira 1t [T [P I BUiag Wity LIEL]
- 00P'geR'ZaL" L Uswnsog) L DOF*98Y BEL'Z uswinyod | 00F'98'Zor L uswmiag | uesode) _wmﬁ_ssuumcmmnm %M_Eﬁomm_ﬁ_&% ifusiad Wown _wmﬁ_sEu.a._._ec.wm
UBUREIEd UBP UBNIBRUS | o5 ) :.m sebn) Leyiesepieg [emebe,
uedaibiyen 1318 Qidn 000'0o0'0g L Buel g 000°000'C0L fue:D g . Buei 0 Bueio 0 nnsfuap Bued istiund vep| .“_._E_wm_& cﬂu m:xe_,g%cmmwmo.h
sefinl uedresepiag lemeliad yrwiny : ak
- . . ! uedeyBuale: eAuuedeybus@y INAUY Bpesag
uededyped Bi1E LN 0OD'G00'0E 1ied e (00000 0E 1ed #Z 000'000'08 e v7 ied ¥ |osesg seug %_EM_EM n_v_;ﬁu_“% seuig :m_mﬂ g :me%cmn_ sty
. P I ueiametisday sesiLpyY yeseed 1eBueied
- 0oo'000'08 1 uswnseq L 000°000'0E L Lawmeg | 0CO'D0D'0E uawn4e0 | URLINAOC] e R LejemeBaday| SEISIILIPY 507} L
ueebbuy (1M UeusiSallesUBLBINMY ) JUBLEING
wedidbired 1¥18 QLAN DOD'ZE0'01E uawrseq L 000ZE0'0LT Lawinse | 000'000°GS1E uswmieq | uesoder] L 1sesledy Ssoubold s|sieuy ueSuznay uesode]
uep uesode|ad uswnyog LErny LURUNSNALSY UBp |SBURIOSH 420'L L
sart e fo— P e NSY sebnl uezuesyepd
uededes 1418 QLN 000°000'008 UBLLINMOC] L 000'000'00% uswmiag | 000°000'£0F uswendeq 8 uepng Buric i sefin) ueeuesyeiad IseisUlLY SRS UBBIPaAa 2201
ugBIp3ALIa. 1ISeH UsWIN{og yewny i - b
I - e LEGuenay Yeloer]
- 000'2E0'048 uawneq 4 DOZENOLL uawmiod £00'000" 255 sawnyeq | umioder] UBWINNOQ) UEIINT|  iBuEIag UBBUENsy [BESILILDY Z0°L
o N s e T DS IR R - ,.._..nn.n&_:uﬂ. S Wn..mﬁa..._z._q.:ww
~|-900'000'00% . 5 ueslad 00001 | 1000000001 * wesiad 0000k . .} 00000000 - - © J. . uesiad 00'GOL “uesied 00001 - |- Di@ aldn) lueepuiyg Boak dfia eBalia| Fag emsu)
N : R S T 3 L . Tl T L, .- . panBBied uegRisy ssmuesaly - plisUpy Sy (BN
T o . R - {7t emmeg ol
R ; i e e e Blisy | " yelsed JesBlelsdl
R I R S SR I LML R oM\ eliauny sENKEINY
000'495'888'9- sHepuy B8 o awepur . wa 000'805°4E'S : syepul g B L PR , .- b8 ardn)ievinenss depsuias teneinkuepy| ¢ - LR Ylianidl uRuede
Sl T el . : o : LT RSN -ueuAe] seyjjany Syapuj:. ! uesEndey pul] | ST BAUTBUILIEK
Ll uaieses Jeges pli o) LeiEses)

;. 8z0E -

520

vor

Bk H ok 8 8 oL 2 ) E b
L ] ST o), 196HvL @y} e R : SRR ! o i RN
: - T I : WHEL i VL ; ARV . . : NYLYIDEN . | wwevsves . L
- DNOOONYNIS ¥rsay 1IN P E " g s - : TINOISIGNON - HOLYMIONI -€NS / NVLVIDDM S Wotisoud’. |/ NYAPNL HOLVMIGN] ,"ieqmﬁigz.._,_..

uededyeg ysnpuj eliay ueyye fejed didn




08 a8eg

vZoe

I . S elsy ueyne[S BPURIES UBBIRLHDWLE, efl
wpdudizeq DB OLdA 000'000°0LL wn [ coo'ong'oza wn g 000'000'CY8 Hn g Wurt ¢ frof e mw_u :wwmuu_._wn__.__ﬂM_Esﬂ UBYRE|Bd BURIES LBBpEbUed £ 10" WM
seMpInpeId
;i uel E0BYWE T BUBIESE
L UBp SBYOA UBLEID] BUIBSELd uap Mﬂgﬁdss.ﬂuswﬁgcou
wadedd B QLN 000°'000°0L2 ebequey  oZ 000'000'052 ebediue 0z oov'ooc'ose sBequis g1 ebequie oz eligleg ugieyBuiued Uep Inpnsy| WhN Bleemg Jopes uebusq BwBes epoy
seysedey ses|elundQ exbuel wepp uep BEEGWET BRI SBUIRICO Z L0 b €
IseulpoCH R EdRse); YN T
! fwoy Jaysery veyiesepiag eled
uadadipeg 1419 QLN 000'000°005' L2 Bumo 1013 000'000°006'Z2 BRI 0¥0L 000'600'006' 12 BuesQ o¥oL Bureagy ost % usuag (Beq uejdwarsla)l uslieed Uep
e EEd e d T TF T T
- 000'000'0¥5 22 ussied gg 000'000'0LL'EE usSI9 0008 | 000'D00°€86'22 ussiag G/ Uejadulo, Gue URRILIO J9ISED LY 4
elisy UBYRBES UBSNIN BsEUEsad Bliey] uBLET VeeusssBiRd LO'LE
| P— : . o UNSEREE I T o {uedechifEg prig) eleveq Suek] YRUEM VOYNEL SYLUALYINOOM| mmssseg Busshe
g [IEEAT) X . ¥ uas uass 4 . il
000°000'0P5°2E, 54 00'8. 000'000'0LL'ST ussied 059 000°000'¢E6'ZT od 00'9L 54 2LV | ey ueeg UBsnin eeeeaind| N YIS NVHLLYISd WYRDORA €| eBeus) seelesisd
] . . . . . : o £} 7 URIESEG )
{ riByledq Bued mac:_a_.w_ﬁ”%n_m Auule] UsunBusg neje Jopey
usdeceR it AL 000°'000°002 wn ' 006'000'582 w1 000'000'008 wn i hun v HeWE Jojuey BURpeE SLmnpusg |CUTPeSD BUMINEUS BuBIBSEld UB) BUBIEG
SuRIEsRI UBD BURIES YRIUNT IsBjliqeyRURRRLIBLad L1601
Jr—— m_www.m__uﬂ_.__mmm sAue ugunbues nee
irdediey DIIE ALdN 000'000°00€ Wy 1 0ot'000'00z w4 Q00’000 004 B L dun 3 :u_._:m_._wm_.-__.ﬂw Iy u..__._v.ow Iojuey; Gunpes BUBIESEL] UER BURIBS
EUBIESEIA LD BUSIES YEIIN ISEYIGEYeAIEBIEY|BWRd O} 60} |
ISEHIGeusiIC/es i wAue] usunfiueg usp J
uBdBdyERE 1A Ot 000°000'008 un £ 000°000°008 wn e 000'000'083 B ) wn o Buek eduuje uaunbuegl e oo _asﬁmgo.m_._zmas;__w,m@ uw.w% qu
uep 1ojuey) Sunpes Yejung, ! g
afuueuzuad| ueBuede
- - N uep jeled uRpeiequy uep Bieylad neje [euoiselad() Seu) puay
educhyed DITE QLo 000°'000'SL wn 4 000'000'69 wnz 005'€90'6¢ wn 2 oy Z vax:m.,n_ Busd ”._Hﬁm_w_ : _&Lm Lﬁmn sefeg " i 19 usw_m
SBUKJ UEBIBPUR)Y| YBWNG| ‘UsRleyiBLIad BSBE UBBIPOAUSY 260} L
sAwisled| usjeqer
P P L ueyieAeq uep sreyjedig bued] seulq useiepuay neje seuiq uebueiciag
et D1 ALen 000'000°SS, wn 3 000'00059 wn 4 000°000°55 wn 1 wn b | uepeqer seugq ueesspusy nepe seug puioy| yelad Usp leLUE SABIE
usbugioed Useiepuay EIUNT|  ‘uBRIBYEWEY BSEr UBEIPRAUSL L6071 )
. TR _— yelasg YalaB] UBYBULAtLGd uesrun Buefunuad
00R'G00'0SE uswnyjeq L 000'000'81L L' | uswmog 3 LlHo: o] uewmioq L UsyepipsLiad uestun Guefunusd yeseeg iy Bumieg useeyewad 601 |
BSEI UEBIPEAUS UBLLTIOQ LB -
" cs_a_ﬂwn_n o)LLy Wy
vededxieg (19 QLdn 00L'26¢8'162'L uetode | 0Di'SLY'EDZ'L umiodey ) 008" 201'602'L velodey | uetode] Q SueA Jowey wnwr) ususisod) i .
Besir uesipaiuad ueloda yepunp ueuBREle | BSE UESY od 8Okl
uselpasiq Buel
— Jojuesy| uedeyBusped
uedediNes g CLdn 000°000'S2E ueiode 21 £o0'000'0LY umode Z) 000'0SE'#OE seiode) 3 ueiode] ¢ Iojuey vedeyfiuapeg uep uBiERISg L
BSEr UBEIPBALS Uslode yepung uep UBjejelsd BSEr UeERaAURd £H0'L L
usyeipost Bues Hsr
et " — . tysE] uep iy BAR( JaqLun:
ey 378 Qa0 005'Lb9'068 uRIodET Z) 005 Lho'08E waiodey Z1 0051 ¥e06e veiodey 21 velode z vep ay eheq sequing weyunmayt ARSI D O RES
ESBP UBEIpaAUS UBIodE YBRUNS :
wedehENE N8 (LR 0o0'aco's usiode zZ1 a00'000° L uodet ZL 000'000' ueiodet g3 ueaoden] Zl BsEF UBEIPRAUA :«Ma:h:awdmﬂwﬂﬂw ahAue NG eser veeipaiued Lgo L'
yesasg)
- 9B UBYRIULBWIE Lgsn),
008'8E0°SZ0°T uaLImieg | £09'950'1.20' valinyoq | 00L'6E4'606') usuinyog 4 UBYEILIGIIBS UBSNIN Busiunuad E%.MH " m%%.._wu_ua_._m o wo;a
ese uBelpafued ueWjog YEjwiy b
ueyeipasiq Sued eAutne usunbueg eduume ueunBueg
uedscbigsg (519 i 000'060"00 1 wn L CO0'000°00L wn 0G0'00006Z wn b wn ] neje lojey) Burpacy Buninpuad [neye Jojuey Bunpeg) Bunynpied d
BUBIESE ] Uep BURISS JUN Yejunt uep eusBs uespebued L1201
umyeipasig Bued efuume BAuURET
uedadieg N QL 000'000°00 - wmn Q00°000'00+ W ¢ 000'000'005 wn b Hury o usunfueg neje Josy Gunpag| ueunbueg ne Jojuey Bunpag eueissaly
BliRIRSEl UBp BULIBS HUM Yejwnf uep suieg veepalusd 6'20°L°)
Zk 3 0L R ] 8 L 9 § r £ z ]
. (o) 1394vL (dy) L20HVL {d) 130uVL NVLVISEN NYNVSYS R
SNNDONYNAD YFHEN LINA TYNOISIGNON HOLWHIONI NS | NVLVIOZN ] WVHO O invarLNOLmaN | NYEVEYS!




18 o8ed

yeeed
Yeuse( Leyejaa vesn fueiunuay
000°000'+85"L usLiniog | DOD'00E'+85"1 usuncd b 055'666'¢RS' 1 uvawnyog L HeuL d uesnip) bued § i
eter uBBpoAusy Uewmeq wewnp| EI9E0 M Surieg uesisyBLIa] 60'F L
uaxe|pasiq JOpEY WM
Bumpiog 19 A1 000'0r6ZTeL L ueiode Zp D00'D¥E'ZEL'L Lesode g} 060'DFE' 264 umiode Z4 uesotie| 0 BueA Jojuey Winwn ueusieeg uBLRREaq B8R UBRIPRAURd FRO" L L
ese usBpakuag uBodeT yaunr elod BER[ UBw! el ¥e0')
fuspog 052'998'¢5% ueodey | 058'805°C58 uesode 4 052'098°508 uesodat | usuode) o rare _n:wﬁmumwe =a m_._mu. Jojuey| UedeyBuepad
e Gicn . ey
eser uEEmedua, Deiode yeiunp| U0 SVBIRIed Bser ueepsAled £'90'4'4
uexeipesil Buek yusr]
bt 1SI7 UBD Iy BAB(] JOqUMN
Bumueg DTS Qldn 000'000'9F5 ueiods Z) 000'600°9P5 teode 2| 000'009'EEY uelode] ZL ueiode] 1 uep Jiy BABC IBqUING 'ISEXILIMUOY I W_E eser 0 m_NWMo.w.m
psep ueeipaiuag uBlode Usjwnr S ¥ <
0 n F—
Bpiog DT QL 000°000'2Z ueioder] ) 000°000'22 velode Z| 000'000'2Z usiode] zy. uaioder] z wsap ueepeitiog :ﬂonm.m_,uhﬂ_:w \RINAUBI 1RINS BSET UEBIpoAUSg 180"} L
Yeuaeq) e SRR
OSE'EOB'FLE'E uewmiod L 059'805'¥1Z°8 awanieg 058'80¥'260°C uawmioq | ueyslLUsWS UBSTIN Fusfunued e
B36r UBEPeAURd USLIMYOQ Yeun Busfuhued eser ueepsAuad g9'L°L
adis OIS 18E)NSU0Y UBP ISBUIPIOOY,
Cusog DA Qldn 000°000'068 uziode  zZL 000'000'CS9 ueiode Z| 000'000'059 usiode z) nesaden k43 IBE)YNSUOY UEp ISBUIpIaCY Jedey 1oty useBBUARAUS 690°)
useiebfuspiueg uriodet yejuns
B P I, W ueyeipesi] Busd uespuebbved| ueepuefbuad
ewiog bind Ardn 000°000°12 =ed Zi 000'000°'1L2 oNed Z1 0000ZY 44 eed 2L 142 13 uep ueyeies GUBIBG JEd yenF|  uep uEYEE:) BUEBIEE UBBIPOAUS 590°L |
Teyepenq Dusk
060’ 000" R H Joju uByey uBRPBALSd K90 L
Bubpog pi7a Abdrt 000'0c0'0% wed £l 000'000°05 =ed 2|} Lileik ) 44 leNed gi ieved <l JojEy MpsI60T UBYBE 1BYed YRuny ojuey ysitio usyeg pafuad #9071 |
uyelpasiq
JHRUE) uedeyBusys,
Bueog 7@ kN 000k L'6s wied 9 000'SPLBS wied 9 000'g64'0p ied 8 eEd 8 Bued Jowmy, uedeifiisied uep UeiEiRIed Em__w_a:un u.m% ﬁm
uep uEjEIRIeg JOYEd YBIng
. ueeipasig Guek By fiueg uebuelsusgpiis!
Buejuog 1318 a1dn 00L'v2Z'66 =4ed 43 004 p£2'66 wed Z1 00L'vi2'86 Bed 21 Byed 4] Jojue| =] laeiynsly oduo ¢ B | AR |-
isefe)suj uaul ¥ e d 190 L b
tsejersu] uauodwiay jexed yejwap
‘BLO aLa gt yeiek( Ixbiueiad wnwr yesseq
oolL'sio'0ge uswnjog L 00L'610'088 usiuredg | COL'EEL /92 uswnyoq | RIS pEBUa USNRYOE Weunp ey fuUBIBd WNLEN IS2NSILIPY 90°L' )
CPre] (" { et uedexBuaiay Inquy| ehuuedaybualey gy eyasag
Miuog A aldn Q0000818 yed o7 000'008°18 oed 07 000'008'1L9 12ed 0T eed o Byesey SHUIC LBIHEA 1B YSIIN: eI UBEiey USEPRBUBY Z ST LY
At ot PP I Yeden jeybueied
000'C08' |8 Gaumie | Q00'008't8 vawnied | 00o'o0s’'Ls uawnyoq } uebuenay UeIode] UstunyoQ Yejunr UeImEGadas [SEISUILIPY GO') )
i 1 uefiueiun| uep s8fin) ueeuBsyE|lR4
Puos g QL D00'0FEZHZ L uemng BuRID 1 000'0YEZVT L uepng Bueig 71 oS OPETHL' usmng BURIO 24 wngfume  ZL o, cumotoyy Bunk Buzi AL _ms_m_c_:.”_wu_ﬁn_%?m Uy
o o O a0
[dilsge] 294 g uewnyog & Q00'0VE'2YE L wwneg | o506’ ZHL L ualunyoq s ueBueney ueiede uastunyog YBiLnp| yexBusing uzBueney ISEISUNAPY 2071
. ’ ’ . maidusued) |
. .o . wheus) FEu)
i S : . ) . tfuepyepuma Buek usp sy
| ootrooc'ons uesiog 00} 000'000'00) wesie 001 00/000°004 uessed 0oL uesiod oot cunBBie. uaumoy osaosIg] e et oraa
@ . . . yeuser] 1ENAUREG
. . : i - pibpusuBiL alieupy SeHGELMY
- . AOY NVHVAINMHIWI o
08'295'e05'0 sopul 0095 | 08820606 SR 0UVE | 09EIENERY stopur 00z8 wyopu) DITE OLdN) vespeenieseyy| ~ ISNACUI HVUTNENVINCARENG] uep s sboiss|  1op yns usueidery
: : . . : : ueuzAw] sRpeny Sapu| BE : o umaares eyep | | BEUBNY BAUENELDYY
: X 1) ueneting Jopulf 1 | UeiesEg
7 ¥ 13 5 3 L [ g r £ z 1
o) 139MVL du) 1394YL {da} 139uvVL ‘
Hepr : . NYLVIZSM NYHYSYS . f—
BNADSNVINGA VI LN ¥20z prv. pom TYNOISKINO HOLVIAN S0S NVLVIOA WVHOONd | /NvnrnL dosvyian | NYHVEYS

Buejuog Hysnpul B9 weue fefeg dLdn




29 @8ed

obn ! R Bliey UBYYRIO BURIES UBBIBjelISd eliey;
Bunyuog 131 KL 05.'zE1'8r0'L wn 0z 08L°LLETYE'L won gk 00£'202'959'Z4 W st win b . m_wc :wmw%% JuEnr|  UBYIRied BUENSS UBEpRBUSd £'L0'L'E
SERANPAI Bliey us: efeque eusiesed
UBp SO UBUNBIS) BURIESEl] uep mww__mm:mtwwaw_ou..shnuwcu_.—__mwawhﬁm
Busiog I1d GLAN DOS'LOE°6E2 sfequie 52 005'L0%'6E2 efequie”) 02 00%'298'88T ebeque g1 ebequa I eueiag ugeyGua UBP InpnsYl FUN 2jaemg Jopes welusg Buikg efiey]
seysedey wesjpundo BYBURIWEED] L ok a0 o meLIpIooy Z-LELE
IseuplooyuElEYedesEy yewng )
duioy Jerseny uepiesepag elioy
SL LuoYy 8|S! [=]= Q=0T N
#umRiog [T UL 008'PLELLLZL Buery  Zem 008'zr0'9ar'0L BuBto 29 05Z'5r0°190°8 Buescy 719 Bueio 093 - »mu:gu.,w__._m_v_wﬂm:mu " ."_%._s.w_. ueoua [Beq uepdueiaiay UsyYIBiad LB
o ) umipipuad UeBUESYEtad 8950Id L' LO'E'E
L oo N . o wajaduwioy Bue, suciadLIOy| RIRen) U Esepieg
050'G48'¥80'¥1 uesleg GB 050'228'609'CE Lagiad 08 050'91 ' 256'02 ussiag g/ eliay UBLing|9g Uesnh Unu.—v.._“bm__.wm Gligy Uei)er UeBsLesHERIRd 10°L'E isuepRdWwoN
: - - . i : — jnssiog busa eley
(8 18 ) liewed Busk VU YOVNAL SYAADINONd| et oemiesied |
Lt ot hant . P . 1ot 11 paptnT . UEog (M8 ) BL . YOWNIL
0G0'S18'FH0'FL ussieg 00°4L 0S0°2ZE'E99T) - uesid D44 DSO'0LL' /5602 uaslod 00'5L - uesied e ke UsupoRd h.s_.__._._ Geemssiod|  NVO YRUEN NYHALYTEd RYHEONd g | o L uBIesEg Jomiipu)
Begaeyang
eAuUIET veunbueg nee
e Bued eAuuie veunfue y
Bussiog H1E-aLdN 400'000'008 win | 000'0DE"OPE wn 1 000'00¢'0.48 wWn L wn 0 ! L_mﬁa h.m_,_._wv_ ?:umeme%com dojue) BUNpRE) BUBIESEL] LSP BUBIES
CUBIZSEI UBD BUBIES LBIWINT Isejliqeyay/uERIBUdaESd 11’60l
Hessyedia uﬂah_umuh!_._mm efuuje ueunbueg ne
Sumog 1A GLA 000000'08E wn b 000000012 w4 000'000'08¢ wn L wn 3 uBUnfyeg nEe Jowsy| Bunpag|  OVIE BUNPSO BUBISSEIS UEp BUEISS
BuUBIBERIY UEP BUBIES Hejwng BEigeye/uBsIBYIBWSd 0160 L'
1evyIqeyegeeyiadin
eAuue veunbueg uep JOKIEY,
uamog 118 QL 000°000' 02 i b 000'000°052 Win 1 055'669'6Y5 N wn o BueA efuuey veunbueg Lol
uep sopiEy Bunpas yejwny Bunpag) IsepliqeyexuEslelaiued 6°60°L |
L, . T gieyadiq Gusk BAUUIET UISA
Bumposs b1 QLA 000°000'002 wn b 000'000'008 wn 000'000'002 B L wn 0 BAUUIE WISap UBP UEISIEIad LEUINT WEp UEIREISG USBISYIBWE] 9'60°H
BAULBLHZUD S uebuede
PR P o uep yefeg usspeleqiq usp eEyRdig NB)A |BUCISEIRI() SBLI(] UBBJEPLSH
Cuewog DA Aidn 000'000'08 wn ] 006'000 08 wn L goo'cod’ee BN 3 wn L Gunf ueBuedeT nee jeunseisdg | UBURNES UBP Yaled ‘ussiBYBWS BABIA
seu¢] ueispuey yewne| 'L d BSE URBDSAUSD Z60'1 L
ehuyeled: ueeqer
- .- . ueyiedeq) uep essyiedi] Buek|  seuIg M e seuiq d
Sumion HIE @Lan 0000008 wn 000°000'+S we b 000'000'7S wn 1 wn t UBIStEr £9UIG UBBIBPUS)| NelE SEUg| USRIpUDY YElE UEp umeiRyRUIed EAGY
uebugiciod URBIBPUAY YBWN[| ‘UBRIBLIBWS BREl UBBIPAAUS L'60°) )
i 3 or § 8 L 9 ) v £ z i
{dup 149uvL (du) 130HYL (dy} 1ISHVL
avmr - NYAVIDIA NYHYSYS ¥nraL
ONNOONYNAS VI LINP . po— NOISIaNOX HOLVIAN NS INVIVIOIN/ WVHoONd | 1NvnensyoLvsian [ NYEVSYS/N

20

¥Z0Z




KINERJA

Ball

Bagian penting dalam proses penyusunan Rensta [

URUSAN

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur adalah ketg

kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kin

daerah. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk me

pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kel

sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program

PENYELENGGARAAN

IDANG

dinas| Tenaga Kerja

rrsediaan indikator

pembangunan

rnilail keberhasilan

reradaan indikator

permbangunan

daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja

pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan dadrah, indikator

menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan

perencanaar,

pembangunan

dalam dokumen

7.1 Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Penyelenggaran Urusan

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator kinerja penyelanggaraan urusan adalah

indikator kinerja

yvang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam tiga tahun

kedepan ( 2024- 2026 ) sebagai komitmen untuk mend

ukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Target indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi Provinsi

Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPD Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini akan diukur dalam eyaluasi kinerja

pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat
bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Tenaga Kerja

Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun, sehinggg

juga akan menjadi

Transmigrasi

lu dipedomani

oleh seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Kalimantan Timur
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Indikator Kinerja Kunci dan Indikator Kinerja Penyelenggar
Kerja dan Trémsmigrasi ditampilkan dalam Tabel 7.1 dan
berikut :

an U
Tab

rusan Tenaga

el 7.2 sebagai
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PENUTUP

Bab

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmig

rasi Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun

diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor

Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan 7

2024-2026, untuk mendukung peningkatan kualitas sumber d

dalam arti luas serta pembangunan sektor-sektor lainnya

pembangunan daerah dalam. rangka mewujudkan tujupn (

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur

2026.

Rencana Strategis Dinas .Tenaga Kerja dan Transmi

202
16

sebs

4-2026 yang
Tahun 2023
imur Tahun
aya marnusia
\gal prioritas
lan sasaran
tahun 2024-

grasi Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dijadikan pedoman

akan dilakukan evaluasi

penyempurnaan dan atau penyesuaian dalam mengantisipas

lingkungan strategis.

Dengan demikian diharapkan Kkinerja Dinas Ten

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur akan dapat semakin m
pada gilirannya diharapkan dapat mendukung upaya pemeri

dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan ketransmigr

meningkatkan kesejahteraan. |

Kepala Dinas,

== DAN TRANSMIGRAS! Q;.?_

—

dalar]
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah [RENJA OPD] (dan

schingga dimungkinkan untuk

, Juli |

aga

SH.

11 menyuspn

dilakukan
| pérubahan

Kerja dan
eningkat dan

hsian untuk

2023

M.Si

Pembina Utama M

NIP. 19710124 199703 1

ady?

007

setiap tahun -

ntah daerah

i




RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan
mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentjng Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun |2024-2026.
RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan
sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daeraly dalam
menyusun Rencana Kerja (RENJA} Perangkat Daerah tahunan guna

mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan gaerah yang
telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR

linan sesuai dengan aslinya
ARRAAT RAH PROV. KALTIM




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun tersebut
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris| Dagrah Provinsi

Kalimantan Timur,

Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetap

yva keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Be¢lanja Daerah

{APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggar
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiKali

2023 melalui
antan Timur.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkdn, dan apabila
terjadi kekeliruan dapat dilakukan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

marinda
Maret 2023

aprah,

i, M.PP
Madya

NIP. 197012291990032003




SUSUNAN TIM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGR/
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KALIMANTAN TIMUR

NOMOR:

008:2./..23.35.. /DTK]I-I

PEMBENTUKAN TIM

RENCANA  STRATEGI$
TENAGA

DINAS
TRANSMIGRASI

KALIMANTAN TIMUR TAHUN

PENYUSUNAN
(RENSTRA)
KERJA  DAN
PROVINSI
2023

| 2024-2026
AST

Pengarah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timuz
Penanggung Jawab Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi|Provinsi
Kalimantan Timur
Ketua Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur
Wakil Ketua Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja Ipinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan imur
Sekretaris Plt. Sub. Koordinator Perencanaan dan Program
Anggota 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan [Timulr;
3. Kepala Bidang Hubungan Industrial [Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
4, Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan | Timupr;
5. Kepala UPTD BLXI Balikpapan Dinas| Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;
6. Kepala UPTD BLKI Bontang Dings Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan| Timur;
7. Kepala Biro Kesejahteraan | Rakyat Provinsi
Kalimantan Timur
8. Kepala Bidang Bidang Perencapaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi
Kalimantan Timur
9, Kepala Bidang Pemerintahan |dan | Pembangunan

Manusia Bappeda Provinsi Kalimantan [Timur;




11.

Kepala Seksi Keselamatan dan Kest

chatan Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prpvinsi

Kalimantan Timur;

12.

Kepala Seksi Norma Kerja Dinas
Transmigrasi Provinsi Kalimantan ’

Tenaga Kerja dan
Fimug;

13,

Kepala Scksi Penyelesaian Perselisihan Hub.

Industrial dan Mogok Kerja Hubun,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr;
Kalimantan Timur;

gan |
qsi

dustrial
vinsi

14,

Kepala Seksi Penetapan Syar:
Perusahaan dan Perjanjian Ke
Tenaga Kerja dan Transmigrasi P
Timur;

t K

ja Peraturan

a Begrsama Dinas
TOVin.

i Kalimantan

15.

Mediator Hubungan Industrial

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Timur;

Ahli Muda Dinas

Kalimantan

16.

Kepala Seksi Bina Informasi Bursa

Penempatan Tenaga KerjaDinas Tenaga

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Fimur;

Kerja

dan
Kerja dan

17.

Kepala Seksi Bina Pelatihan dan Produktivitas Tenaga
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmijgrasi Provinsi

Kalimantan Timur;

18.

Analis Perencana Muda Dinas
Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Tenaga Kerja dan
Timiug;

19.

Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas
Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Tenaga Kerja dan
Timur;

20.

Penggerak Swadaya Masyarakat

Ahli

Muda Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Frovinsi Kalimantan

Timur;

21.

Penggerak Swadaya Masyarakat

Ahli

Muda Dinas

Tenaga Kerjia dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Timur;

22,

Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan

Timu:

b

23.

Perencana Ahli Muda/ Sub Koordihator
Rakyat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia Bappeda Provinsi Kalimantan Timur;

Kesejahteraan

24.

Analis Perencana Anggaran
Kalimantan Timur;

Bappeda

Provinsi

25.

Analis Perencanaan Pembangunan Bappeda Provinsi

Kalimantan Timur;




26.

Bendahara Dinas Tenaga Kerja dan Trag
Provms1 Kalimantan Timur;

nsmigrasi

27.

Pengadministrasi Perencanaan dam Prog
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provms1
Timur; -

ram Dinas
Kalimantan

28.

Pengadministrasi Perencanaan dan Prog
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Timur; :

ram Dinas
Kalimantan

29.

Pengadministrasi Perencanaan dan Prog
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Timur;

ram Dinas
Kalimantan

30.

Pembantu Pengadministrasi Peren%:anaa
Program Dinas Tenaga Kerja dan Transt
Provinsi Kalimantan Timur; '

n dan
nigrasi

31.

Pembantu Analisis Perencana dan Progy
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Promns1
Timur; :

am Dinas
Kalimantan

32.

Pembantu Analisis Perencana dan éProgr
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provm31
Timur;

am Dinas
Kalimantan

33.

Pengadministrasi Dokumen Dinas ;Tena;
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timu

ra Kerja dan
s

34.

Pembantu Pranata Laporan Keuanégan.

Sal

Ditetapkan di

marinda
Maret 2023

Madya
9003 2 003




LAMPIRAN




PEMERINTAH PROVINSI KALIM;&N’I

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada, Telepon (0541) 733333 Fax. (0541) 7377

Website : http://kaltimprov.go.id -
SAMARINDA 75121

b2 — 742111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang:

Mengingat:

NOMOR: 000-8-2/ 253§
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

/ DTKT-1

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)} TAHUN 2024-2026
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

a.

- Tentang Persiapan Penyusunan Renstra Yang

. bahwa untuk melaksanakan penyusunan Ren
{Renstra) tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ke

. Undang- Undang Nomor

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang H

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 107

Dalam Tahapan Penyusunan Rancangan Awal
2024-2026 dan Renja Perangkat Daerah Tahu
menetapkan isu strategis, tujuan, sasaran, kebjj
dan kegiatan yang mampu merespon kebutuhan
berbagai permasalahan pada perangkat daerah ters

2024 dalam

, program
dan menjawab
ebut;

cana Strategis
pada point a,

perlu membentuk Tim Penyusunan Renstra pada Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi -Provinsi Kalimantan
menetapkan melalui

Kalimantan Timur.

Daerah;

6 Tahun 2023 Tent

Timur dan

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

tenagakerjaan;

ang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 19

Ketransmigrasian;

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evalua
Rencana Pembangunan Daerah;

Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahu
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

erubahan Atas
)97 Tentang

tang Tahapan,
si Pelaksanaan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

n 2008 tentang
Dan Evaluasi

'AN TIMUR



Menetapkan:
KESATU

KEDUA

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun [2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan rencana Pembangunan;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;

9. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun| 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dagrah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

10.Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomer 16| Tahun 2023
Tentang Rencana Pembangunan daerah Provinst Kalimantan
Timur Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (R¢nstra) Tahun
2024-2026 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur dengan susunan personil |sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam dikfum KESATU
mempunyai tugas :
a. Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi permasalahan,
kendala, tantangan sertsy strategi dan kebijakan Perangkat
Daerah dalam Dokumen Rencana Strategis (Rgnstra) Tahun
2024-2026;

b. Menyusun Rancangan Awal, Akhir Dokumien Rencana
Strategis (Renstra) dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
sesuai Sistematika yang telah ditetapkan dalam|Peraturan;

c. Melakukan Rapat Xoordinasi dalam pembahasan dan
merumuskan Rancangan Awal, Rancangan Akhir Dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenagal Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur;

d. Melakukan Konsultasi dalam rangka penyempurnaan
Rancangan Awal, Rancangan Akhir dan Dokumen Rencana
Strategis {Renstra} Dinas Tenaga Kerja dan | Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur;

e. Melaporkan hasil pembahasan penyusunan Dokymen Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan | Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur kepada Kepala Perangkat Daerah
secara berkala.




